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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini ialah guna tahu bagaimana pertanggungjawaban hukum anak 
sebagaai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada sistem peradilan anak di Indonesia, 
guna tahu faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedar narkotikal, serta 
guna tahu dan menganalisis bagaiamana pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan 
terhadap anak sebagaai   ipelaku  itindak  ipidana  ipengedar  inarkotika  ipada  iperkara  i  iPutusan  iNomor   

i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  iSmr.  iMetode  iyang  iditerapkan  ipada  ipenelitian  iini  iyakni  imetode  

ipenelitian  ihukum  inormatif.  iMetode  iini  imencakup  ipenelitian  ibahan  ikepustakaan  iyang  idikaji  

imenggunakan  ipendekatan  iperundang  iundangan   idan  ipendekatan   ikasus.  iBahan  ihukum  iyang  idi  

igunakan  imeliputi   ibahan   ihukum  iprimer,  isekunder,   idan  itersier.  iHasil  idari   ipenelitian  iini  iialah  iFaktor   

ifaktor  ipenyebab   ianak  imelakukan  itindak  ipidana  ikekerasan  iseksual  iyaitu:   ifaktor  imoral  ianak,  iserta  

ifaktor  ieksternal  iyang  iberasal  idari  ilingkungan,   itermasuk  isosial  ibudaya,  iekonomi,  i.  iSelanjutnya,  

iMajelis  ihakim  ipada  imemutus  iperkara  iNo  i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  iSmr.  iSeharusnya  

imemperoleh  ilebih  itepat  imemberikan  isanksi  iwalaupun  ipada  iketentuan  isebagimana  ipada  iUndang   

iundang  iNomor11  iTahun   i2012  ipasal   i71  ianak  imendaptkan  iUpaya  idiversi  idan  ipidana  ipokok   

ipembinaan  iakan  itapi  ivonis  iyang  idijatuhkan  ipada pelaku tindak pidana pengedar narkoba 
menurut penulis terlalu ringan. Anak sebagaai pelaku tindak pidana memperoleh perlindungan 
hukum, tapi demikian sanksi terhadap tindak pidana itu seyogyanya tak terlalu ringan 
mengingat dikhawatirkan tak memberikan efek jera pada pelaku dan menggaggu ketertiban 
serta kepentingan umum masyarakat. 
 

Kata kunci : Anak, Pertanggungjawaban, Pengedar Narkotika 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to find out how the legal responsibility of children as 
perpetrators of criminal acts of narcotics dealers in the juvenile justice system in Indonesia, to 
find out the factors that cause children to commit criminal acts of narcotics dealers, and to 
find out and analyze how the judge's consideration in imposing a verdict on children as 
perpetrators of criminal acts of narcotics dealers in Case Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN 
Smr. The method applied in this research is normative legal research method. This method 
includes research on library materials that are studied using a statutory approach and a case 
approach. The legal materials  iused  iinclude  iprimary,  isecondary,   iand  itertiary  ilegal  imaterials.  iThe  

iresults  iof  ithis  istudy  iare  ithe  ifactors  ithat  icause  ichildren  ito  icommit  icriminal  iacts  iof  isexual   iviolence,  

inamely:  imoral  ifactors  iof  ithe  ichild,  ias  iwell  ias  iexternal  ifactors  ithat  icome  ifrom  ithe  ienvironment,  

iincluding  isocio  icultural,  ieconomic,  iand  isocial   ifactors.  iFurthermore,   ithe  ipanel  iof  ijudges  iin  

ideciding  icase  iNomor  i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  iSmr.   iThe  ijudges  iin  ideciding  icase  iNomor  

i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  iSmr  ishould  ibe  imore  iprecise  iin  iimposing  isanctions  ieven  ithough  iin  ithe  

iprovisions   ias  iin  iLaw  iNomor11/2012  iarticle  i71  ichildren  iget  idiversion  iefforts  iand  ibasic  icriminal  

iguidance,  ibut  ithe  iverdict   iimposed  ion  ithe  iperpetrators  iof  idrug  itrafficking  icrimes  iaccording  ito  ithe  

iauthor  iis  itoo  ilight.  iChildren  ias  iperpetrators  iof  icriminal  iacts receive legal protection, however, 
the sanctions for these criminal offences should not be too light considering that it is feared 
that it will not have a deterrent effect on the perpetrators and disturb the order and public 
interest of the community.  

Keywords : Children, Responsibility. Narcotics Dealers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak yakni amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan 

hak  hak sebagaai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 

yakni bagian dari hak asasi manusia yang termuat pada Undang Undang 

Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Hak 

Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak yakni masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, investasi dan harapan masa 

depan bangsa  iserta  isebagaai  ipenerus  igenerasi  idi  imasa  imendatang,   isebagaai  

ipenentu  isejarah   ibangsa  isekaligus  icermin  isikap  ihidup  ibangda  ipada   imasa  

imendatang,  isehingga   isetiap  ianak  iperlu  imemperoleh  ikesempatan  iseluas  

iluasnya  iguna  itumbuh  idan  iberkembang  idengan   iwajar  ipun  iberdasarkan  irohani   

imaupun  ijasmani,  iberhak  iatas  ikelangsungan  ihidup,  itumbuh,  idan  iberkembang,   

iberpartisipasi   iserta  iberhak  iatas  iperlindungan  idari  itindak  ikekerasan  idan  

idiskriminasi  iserta  ihak  isipil   idan  ikebebasan.1 

Narkotika  iyakni  izat   i/  iobat,  ipun   iyang   iberasal   idari  itanaman  imaupun   

ibukan,  ipun  isintetis  imaupun  isemi  isintetis,  iyang  imemperoleh  imenyebabkan  

ipenurunan  i/  iperubahan  ikesadaran,  ihilangnya  irasa,  isampai  imenghilangkan  

irasa  inyeri,  idan  imenimbulkan  iketergantungan.   iBahwasannya   inarkotika  idisatu  

isisi `yakni obat / bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan / bahan yang 

 
1

  i Marpaung,  iD.  iS.  iH.  i(2019).  iBahaya  iNarkoba  iserta  iPerlindungan  iHukum  iterhadap  iAnak  

isebagaai  iPelaku  iPenyalahguna  iNarkoba  idi  iKabupaten  iPurwakarta.  iJurnal  iHukum  iPOSITUM  iHlm.1 
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bermanfaat dibidang pengobatan / pelayanan kesehatan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan disisi lain memperoleh pula ketergantungan yang  

merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan 

yang ketat dan seksama. Narkotika memperoleh  bermanfaat dan diperlukan 

guna keperluan pengobatan dan pelayanan kesehatan, tapi apabila 

disalahgunakan / di gunakan tak sesuai standar kesehatan akan jadi bahaya 

bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran berdasarkan gelap 

akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai nilai 

budaya bangsa yang pada akhirnya memperoleh melemahkan sekaligus 

menghancurkan ketahanan pertahanan Indonesia.2 

Penyalahgunaan  narkotika  tak   lagi  memandang  usia,  mulai  dari  

anak anak,remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari 

jeratan penyalahgunaan narkotika  ini.  Guna  mengelabuhi  pihak  berwajib,  

tak  jarang  para  pengedar  narkotika memanfaatkan   anak   di   bawah   

umur   guna   dijadikan   kurir   obat obatan   terlarang itu. Transaksi bisnis 

barang haram ini pada umumnya disebarkan di tempat tempat hiburan 

seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan 

orang orang muda. Anak  terlibat  pada  penyalahgunaan  narkotika  

tentunya  tak  lahir  dengan  tiba tiba,  melainkan  melalui  proses  

pertimbangan  dari  organisasi organisasi  kejahatan  /sindikat    peredaran    

narkotika,    yang mana    kejahatan    itu    memang    menjanjikan 

 
2

  i Panjaitan,  iG.  iM.,  i&  iSahari,  iA.   i(2022).  iAnalisis  iYuridis  iTerhadap  iSanksi  iHukum  iPada  iAnak  

iDibawah  iUmur  iYang   iDimanfaatkan  iOleh  iBandar  iNarkotika  iSebagaai  iKurir  iNarkotika.  iJurnal  

iDoktrin  iReview  iHlm.  i3 
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keuntungan yang cukup menggiurkan. Anak    yang    jadi    kurir    narkotika    

yakni    satu    hal    yang    begitu memprihatinkan  yang mana  anak  itu  

telah  berhadapan  dengan  hukum  dan  tergolong telah   melakukan   tindak   

pidana   narkotika.   Berdasarkan   yuridis,   anak   yang   melakukan 

penyalahgunaan  narkotika  dikualifikasi  sebagaai  pelaku  tindak   pidana,  

tapi  berdasarkan konseptual  oleh  karena  penyalahgunaan  narkotika  

masuk  kualifikasi  sebagaai Crime Without Victim yang berarti korban 

kejahatannya yakni pelaku sendiri, Oleh karena itu pada hal terjadinya 

penyalahgunaan narkotika yang jadi korban (kejahatan) itu yakni pelaku. 

Dengan  demikian  berdasarkan  konseptual  anak  yang  melakukan  

penyalahgunaan  narkotika,selain kualifikasinya sebagaai pelaku, ia pun 

yakni korban3 

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut 

berperan aktif guna memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak 

anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal hal 

negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (contohnya 

menggunakan narkoba). Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan 

terhadap anak jadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian 

terhadap masalah ini.4 

Era  globalisasi  saat  ini  yang mana  pesatnya  perkembangan  dan  

kemajuan  teknologi  dan informasi  yang  berdampak  pada  pergeseran  

 
3

  i Supriyanto,  iE.  i(2018,  iOctober).  iTinjauan  iYuridis  iTerhadap  iAnak  iYang  iJadi  iKurir  iNarkotika  

iDitinjau  iDari  iUndang  iUndang  iNomor   i11  iTahun  i2012   iTentang  iSistem  iPeradilan  iPidana  iAnak.  iIn  

iProsiding  iSeminar  iNasional  iCendekiawan   i  iHlm1   i2 
4

  i Wagiati  iSoetedjo,  iMelani,  iHukum  iPidana  iAnak   i(Bandung:  iRefika  iAditama,  i2013),  ihlm.  i49 
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pola pikir dan budaya yang ada di masyarakat dapat memicu munculnya 

modus-modus kejahatan baru, termasuk peredaran narkotika yang kini tidak 

mengenal usia. Anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua 

semuanya dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Diperkirakan 

sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia merupakan korban 

penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini sangat 

mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga 

telah merambah ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan populasi 

yang besar, melebihi 200 juta jiwa, tidak mengherankan jika Indonesia 

menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.5 

Disamping dengan berkembangnya teknologi informasi dan 

komunikasi dan adanya penyeberan narkotika yang telah menjangkau 

hampir semua wilayah Indonesia daerah yang sebelumnya tak pernah 

tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan jadi sentral peredaran   

inarkotika  ipula.  iBegitu  ipula  idengan  ianak  ianak  iyang  imasih  idibawah  iumur  iyang   

iawalnya  iawam   idengan   ibarang  iharam   inarkotika  iini  itelah  iberubah  ijadi   ipecandu   

iyang  i  isulit   idilepaskan  iketergantungannya  ibahkan  ianak  ianak  ikini  itak  ihanya  

ijadi  ipengguna   inarkotika,  itapi  isudah   i  imengedarkan,  iData  iKomisi  

iPerlindungan  iAnak  iIndonesia  i(KPAI)  ipada  isetiap  itahun  ijumlah  ipengedar  

inarkotika  ianak  imeningkat sejak 2011 hingga 2014 itu meningkat 300 

 
5

  i Feryliyan,  iA.,  i&  iKomariah,  iN.  iA.  i(2020).  iTinjuan  iYuridis  iMengenai  iAnak  iDibawah  iUmur  

iSebagaai  iKurir  iPada  iTindak  iPidana  iNarkoba.  iHlm  i2 
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persen, mulai 2012 itu ada 17, pada 2013 ada 31 dan pada tahun 2014 

mencapai 42 anak yang jadi pengedar.6 

 

Gambar 1: Data Kasus Narkotika di Indonesia pada 10 Tahun Terakhir7 

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang 

tahun 2013 2021, jumlah kasus narkotika di Indonesia cenderung 

mengalami kenaikan. Puncaknya pada tahun 2018 dengan 1.039 kasus. 

Angka itu kemudian berhasil turun 8,4 persen di tahun 2019. Meski begitu, 

jumlah tersangka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasusnya, lagi lagi 

puncak  itertinggi   iberada  ipada  itahun  i2018  idengan   ijumlah  itersangka   isebanyak  

i1.545  iorang.   iJumlah  itersangka  iyang  isemakin  imeningkat   i  ijumlah  ikasus  iyang 

 

 

 
6

  i Zulkarnain,  iA.  i(2017).  iPenerapan   iHukum  iTerhadap  iAnak   iDi  iBawah  iUmur  iSebagaai  iPelaku  

iPengedar  iNarkotika  iDitinjau  iDari  iUndang  iUndang  iNomor   i35  iTahun  i2009   itentang  iNarkotika.  iLEX  

iCRIMEN,  i6(7).  iHlm  i1 
7

  i Adel  iAndila  iPutri  i“  iNaik  iTurun  iPerkembangan  iKasus  iNarkotika  idi  iIndonesia”  i√  i4  iCara  

iMembuat  iFootnote  iDari  iWeb  iInternet  i&   iContoh  i(mustakim.org)  I26  iJUNI  i2023  iPUKUL  i07.00 
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imeningkat  ipun.  iBahkan  idi  itahun  i2015,  ijumlah  itersangka  ihampir  imencapai   

idua  ikali  ilipat  idari  ijumlah  ikasus  inarkotika. 

Dengan  iadanya  idata  idi  iatas  ipeneliti  ipun   imengkonversikan  idata  ikasus   

iyang  iada  idi  iSamarinda  iberdasarkan  iputusan  iPengadilan  iNegeri  iSamarinda  i.  

iPada  itahun  i2017  ikasus  iyang  itercatat  ihanya  i4  itapi  ihal  iitu  imeningkat  i  ipada  isatu  

itahun  ikedepan  iyaitu  idi  itahun  i2018  iyang  imemiliki  i44  ikasus  ibahkan  imeningkat  

iKembali jadi 51 kasus di tahun 2019 , meningkatnya kasus yang tercatat 

pada putusan register per tahun di PN samarinda tak Kembali meningkat 

pada tahun 2020 yang hanya memiliki 23 kasus hal itu pun memberikan 

dampak penurunan sampai tahun 2023. 

Gambar 2: Diagram Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum 

Pada Wilayah Hukum Pegadilan Negeri Samarinda Tahun 2017-2020 

 

2017; 4; 3%

2018; 44; 36%

2019; 51; 42%

2020; 23; 19%

Data Putusan Peradilan Anak ABH 
Tahun 2017 - 2018 Pada Pengadilan Negeri Samarinda

2017 2018 2019 2020 2021
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Oleh karena itu dari itu agar tujuan peradilan pidana anak harus 

memperoleh dicapai, apabila tak tercapai Oleh karena itu memperoleh 

menimbulkan kerugian pada masyarakat, delinkuen dan keluarganya. 

Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

sebagaai perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh anak bisa saja 

didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) yang menjerat dengan hukuman penjara 

seumur hidup / pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana 

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.. 8 

Pasal yang harus di pertimbangkan pun pada putusan ini yakni Pasal 

26 (1) Pidana penjara yang memperoleh   idijatuhkan  ipada  iAnak  iNakal  

isebagaaimana  idimaksud   ipada  iPasal  i1  iangka  i2  ihuruf  ia,  ipaling  ilama  i1/2  i(satu  

iper  idua)  idari   imaksimum  iancaman  ipidana  ipenjara  ibagi  iorang  idewasa  iyang  

ipenulis  iberpandangan   ibahwasannya  ihal  iini  imemperoleh  imemberikan  iefek  

ijera  isetelah  idiberikannya  ihukuman  iitu.  i

9 

Penerapan  ipemidanaan   iterhadap  ianak   isering  imenimbulkan  

iperdebatan,  ikarena  ipada  ihal  iini  imempunyai  ikonsekuensi  iyang  i  iluas  ipun  

imenyangkut  iperilaku maupun stigma pada masyarakat dan pun pada diri 

anak itu10 , Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana 

bagi anak yakni tak bijak, tapi ada sebagian yang berasumsi pidana pada 

 
8

  i Pasal  i114  iAyat  i1  iUU  iNarkotika 
9

  i Pasal  i26  iUndang  iUndang  iNomor  i3  iTahun  i1997   itentang  iPengadilan  ianak 
10

  i Pratasik,  iS.  iO.  i(2015).  iPemidanaan   idan  iPerlindungan  iHukum   iTerhadap   iAnak  iyang  iJadi  

iKurir  iNarkotika  iBerdasarkan  iUndang   iUndang  iNomor  i11  itahun  i2012   iTentang   iSistem  iPeradilan   

iPidana  iAnak.  iLex  iet  iSocietatis,  ihlm  i2 
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anak perlu guna dilakukan agar sikap negatif anak tak berlanjut disaat 

dewasa nanti, pada artian agar memberikan efek jera guna anak.11 

Oleh karena itu dari itu penelitian ini dilakukan guna  mengkaji  

ulang  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  pengedaran narkotika anak  

dan  menganalisis  pertimbangan  hakim  pada  memutus  perkara  pada 

penetapan sanksi berdasarkan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr Pada 

perkara ini anak yang jadi terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan 

negeri samarinda , yakni hukuman pembinaan pada LPKA ( Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak ) kelas IIA Samarinda yang berada di Jalan Imam 

Bondjol No .68  iKec.  iTenggarong  iKabupaten  iKutai  iKartanegara  iselama  i10  

i(sepuluh)  ibulan  idan  ipelatihan  ikerja  isebagaai  ipengganti  idenda  iselama  i5  i(lima)  

ibulan  idi  iLPKS  i(Lembaga  iPenyelenggaraan   iKesejahteraan  iSosial)  iSamarinda  

iJalan  iPanjaitan  iRt  i68  iKomplek  iIndovis  iBlok  iA  iNomor  i20  iSamarinda  i. 

Perbedaan  ipenelitian  iterdahulu  idengan  ipenelitian  ipenulis  isaat   iini  

iyakni   ipenelitian  isebelumnya  i  iberkaitan  i  idengan  i  ipengaturan   i  ihukum   i  idan  i  

iperlindungan  i  iterhadap  i  ianak  isebagaai   i  i  ikurir  i  i  ipada  i  i  iaktivitas  i  i  iperedaran  i  i  igelap  

i  i  inarkoba,  i  i  isedangkan  i  i  ipenelitian  i  i  iini  imenganalisis  ipertanggungjawaban   

ihukum  idan   putusan  pengadilan  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  

pidana  itu. Putusan PN Samarinda Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr 

Terkait pertanggung jawaban anak sebagaai pengedar narkoba Dengan  ini  

tujuan  penelitian  guna tahu  Bagaimana  Analisis  Yuridis  Putusan  

Pengadilan  Negeri  Samarinda  Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr .   

 
11

  i Fahliansyah,  iM.  i(2020).  iTinjauan  iYuridis  iPenyalahgunaan  iNarkotika  iOleh  iAnak  iDi  iBawah  

iUmur  i(Doctoral  idissertation,  iUniversitas  iIslam  iKalimantan  iMAB).  iHlm  i3 
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tentang   perrtanggungjawaban anak   sebagaai   kurir   narkoba dan 

demikian manfaat penelitian yakni guna tahu hasil analisis yuridis Putusan 

Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. 

Tentang pertanggungjawaban anak sebagaai pengedar narkoba.12 

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas, Oleh karena itu 

peneliti menemukan masalah dipada nya terutama mengenai anak  yang jadi 

pelaku tindak pidana narkotika sebagaai pengedar narkoba tapi masih begitu 

sulit bagi penegak hukum  pada menentukan sanksi yang memperoleh   

idiberikan  ipada  ianak  iyang  ijadi  ipelaku  itindak  ipidana  inarkotika  isebagaai  

ipengedar  ikarena  isanksi   iyang  ibanyak  idiberikan   iialah  ianak  ihanya   idi  iberikan  

ihukuman  idi  iLPKA  i(  iLembaga  iPembinaan   iKhusus  iAnak  i)  idan  ihal  iitu  

imemperoleh  iberpotensi  itak  imemberikan  iefek  ijera  iserta  iakan  imemiliki  

ikonsekuensi  iterhadap  iaspek  isosial  imaupun  iperkembangan  ianak   isebagaai  

ipelaku guna memperoleh melakukannya kembali hal itu. Oleh karena itu 

penulis tertarik guna melakukan penelitian dan mengkaji lebih pada serta 

menuliskan pada bentuk skripsi hukum dengan judul: 

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK 

SEBAGAAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR 

NARKOTIKA ( Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr ) 

 

 

 

 
12

  i Maharani,  iY.  iC.,  i&  iRosnawati,  iE.  i(2023).  iAnalisis  iYuridis  iPutusan   iPengadilan   iNegeri  

iSidoarjo  iNomor  i13/Pid.  iSus  iAnak/2019/Pn.   iSda  itentang  iPerlindungan   iAnak  isebagaai  iKurir  iNarkoba.  

iWeb  iof  iScientist  iInternational  iScientific  iResearch  iJournal,  iHlm  i3 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Oleh karena itu memperoleh 

diambil suatu rumusan yang jadi permasalahan pada penelitian ini. Adapun 

rumusan masalah pada penelitian ini yakni sebagaai demikian : 

1. Faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedar 

narkotika ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap 

anak sebagaai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara 

putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Guna tahu bagaimana  Faktor faktor penyebab anak melakukan tindak 

pidana pengedaran narkoba 

2.  Guna tahu dan  imenganalisis  ibagaiamana  ipertimbangan  ihakim  ipada  

imenjatuhkan  iputusan  iterhadap  ianak  isebagaai  ipelaku  itindak  ipidana  

ipengedar  inarkotika  ipada  iperkara  iputusan  iNomor  i24/Pid.Sus  

iAnak/2022/PN  iSmr  i 

1.4 Manfaat  iPenelitian 

Penelitian  iini  idilakukan  idengan  iharapan  imemperoleh  imemberikan  

imanfaat,  ipun  ipada  ibentuk  imanfaat  iobjektif  imaupun  imanfaat  isubjektif,  

isebagaai  idemikian: 

A. Manfaat  iTeoritis 

Penulisan  iini  idiharapkan  imemperoleh  imemberikan  ipemikitan  ipada  

ibidang  ihukum  ibagi   ikalangan  iakademis  iguna  itahu  iproblematika  iyang  isering  

iterjadi   ipada  iperkembangan  ihukum  ipidana  ikhususnya  itentang  
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iPertanggungjawaban  iPidana  iAnak  iSebagaai   iPelaku  iTindak  iPidana  ipengedar  

inarkotika,  iserta  imemperoleh  imenambah  ipemikiran  ihakim   iatas  ikasus  iyang  

imelibatkan  ianak   isebagaai  ipelaku  ikejahatan  ipembunuhan  iberencana  ipada  

iPutusan  iNomor  i24/Pid  iSus  iAnak/2021/PN  iSmr 

B. Manfaat  iPraktis 

Manfaat   iPraktis  iMelalui  ihasil  ipenelitian  iini,  idiharapkan  imemperoleh  

iberkontribusi  ipada  ipengembangan  ipengetahuan  iterkait  iperlindungan  idan  

ipertanggungjawaban  ihukum  iterhadap  ianak  isebagaai  ipelaku  itindak  ipidana  

ipengedar  inarkotika,  iyang  iakan  iberdampak  ipositif  ipada  ikemajuan  iilmu  ihukum  

idi  iIndonesia,  iterutama  ipada  ibidang  ihukum  ipidana.  iHarapannya,  ihasil  

ipenelitian  iini  imemperoleh  imemberikan  ipanduan  idan  imeningkatkan  

ipemahaman  imasyarakat  itentang  ibetapa   itindak  ipidana  ipengedaran  inarkotika  

iyang  idilakukan  ianak  iyakni  iperilaku   iyang   imemperoleh  imerusak  imasa  idepan  

ibangsa  idan  ihal  iitu  idilarang  ioleh  ihukum.  iBagi  ipelaku,  ihal  iitu  imemperoleh  

imengakibatkan  isanksi  ipidana.  iPenelitian  iini  ipun  idiharapkan  imemperoleh  ijadi  

iacuan  ibagi  ipara   ipenegak  ihukum   iyang  imenangani  ikasus  ikekerasan  iseksual  

iterhadap  ianak. 

1.5 Metodelogi   iPenelitian 
 

 Penelitian  i  ipada   i   ikali  i  iini  i  itermasuk  i  ipada  ijenis  i  ipenelitian  i  iyuridis  i  

inormatif.  i  iHal  iini  idikarenakan  ipada  ipenelitian  iini  iakan  imengelaborasikan,  idan  

imengkomparasikan  ipermaslahan  iyang   iada  idengan   ikondisi   i  i/  i  ifakta  i  idi  ilapangan   

iSetelah  i  iditemukan  i  i  iketak  i  iselarasan   i  iOleh  ikarena  iitu  i  ipenulis  i  iakan  i  iberusaha  i   

iguna  i  imencari  i  i  i  isolusi  i  iyang  i  ikongkret   ipada  i  ipermasalahan  iyang  iterjadi.   

iPermasalahan  iyang  iada  ikemudian  i  iakan  i  idibahas  i  idengan  i  ibeberapa  i  isumber  i  
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ihukum  i  iyang  iterkait  i  i  idengan  i  i  ipenelitian  i  i  iini.  i  i  iDengan  i  i  idemikian  i  i  imemperoleh  i  

i  iditemukan  i  i  ibebrapa  i  i  isolusi  i  i  iyang  i  i  itak  ibertentangan  idengan  ihukum  iyang  iada.   

iHal  iini  idikarenakan  iketika  i  isolusi  imasih  ibertentangan  idengan  ihukum  iOleh  

ikarena  iitu  iakan   imenimbulkan  i  ipermasalahan  iyang   ibaru. 

a.  iObyek   iPenelitian 

Obyek  ipenelitian  iObyek  idari  ipenelitian  iini  iialah  isalinan  iputusan  

iNomor  i24/Pid.Sus  iAnak/2020/PN  iSmr  iyang  iyakni  ikasus  idari  

ipermasalahan   ihukum  iyang  iakan  iditeliti. 

b.  iAlat  idan  iBahan 
Alat  idan  isumber  ibahan   ihukum  iprimer  iyakni   ibahan  ihukum   iutama  

ipada  irujukan  idata  iguna  imenjawab  ipertanyaan  idi  ifokus  ipenelitian.  iBahan  

ibahan  isumber  idata  iprimer  iterdiri   idari   iregulasi  iperaturan  iperundang   

iundangan,  ikronik   iresmi  i/  icatatan  ipada  ipembuatan  iperundang   iundangan,   

iserta  iputusan  ihakim.  iPada  ipenelitian,  ibahan   ihukum  iprimer  iyang   

idijadikan  iacuan   iialah  i: 

1. Undang  iUndang  iDasar  iNegara  iRepublik  iIndonesia   i1945 

2. Pasal  i26  iUndang  iUndang   iNomor   i3  iTahun  i1997  itentang  iPengadilan  

ianak 

3. Pasal  i114  iayat  i(1)  iUU  iNarkotika 

4. Putusan  iNomor  i24/Pid  iSus  iAnak/2021/PN  iSmrU 

5. Undang  i–  iUndang  iNo  i11  iTahun  i2012  iSistem  iPeradilan  iPidana  iAnak 

6. Undang  i–  iUndang  iNo  i3  iTahun  i1997  iSistem  iPengadilan  iAnak 

Perolehan  ibahan   ihukum   isekunder  imemperoleh  idilaksanakan  

idengan  ipengkajian   ibahan  itertulis  iseperti  ibuku  ibuku  iberbasis  ikeilmuan   
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ihukum  idan  ipenmemperoleh  idari  iahli  ihukum  iyang  iberkompeten   i.13
  iHasil  

ikarya  itulis  iilmiah  imengenai  iliteratur,  ijurnal,  imaupun  iartikel  iyang  

imendukung,   imelengkapi,  idan  imembantu  ipada  imembahas  ifokus  imasalah  

idi  ipenelitian  iini.14
  iPada  ipenelitian  iini,  ipeneliti  imenggunakan  ibahan  

ihukum  isekunder  iyakni   ibuku,  itulisan  iilmiah  imengenai  ijurnal  imaupun  

itulisan  iilmiah  iyang  imemperoleh  idipertanggungjawabkan  imelalui  

iinternet  iyang  iberkaitan  idengan  iisu  ihukum  iPertanggungjawaban  iPidana  

iAnak  isebagaai   ipelaku  itindak  ipidana  ipengedar  inarkotika  ipada  iperspektif  

ihukum  ipidana  inasional,  iAdapun  ibahan   ihukum  itersier  iditujukan  isebagaai  

ipenjelas  ibahan  ihukum  iprimer  idan  isekunder.  iTermasuk  ibahan  ihukum   

itersier  iialah  ikamus,  iensiklopedia  imaupun  ilaman  ilaman  iyang  imemperoleh   

idipertanggungjawabkan   idari  iinternet,  idan  ilain  isebagaainya.15 

c. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada menganalisis ini menggunakan metode 

kepustakaan (library research) yaitu pada metode penelitian ini penulis 

melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang 

Undang, buku buku, putusan hakim, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, 

media masa16 / bisa saja melalui pendekatan perundang undangan 

(statute approach). Pendekatan ini dipilih karena penulis menekankan 

penggunaan bahan hukum mengenai peraturan perundang undangan 

 
13

  i Basuki  iKurniawan,  iLogika  idan  iPenalaran  iHukum,  i112 
14

  i Peter  iMahmud  iMarzuki,  iPenelitian  iHukum,  i(Jakarta:  iKencana,  i2014),  i182. 
15

  i Hafidzah,  iA.  i(2022).  iReformulasi  iPertanggungjawaban  iPidana  iAnak  ipada  iTindak  iPidana  

iPembunuhan  iBerencana  iPerspektif  iHukum  iPositif  idan   iHukum  iPidana  iIslam  i(Doctoral  idissertation,  

iUniversitas  iIslam  iNegeri  iKiai  iHaji  iAchmad  iSiddiq  iJember).Hlm  i74 
16

  i Simamora,  iT.  iR.  iB.  i(2018).  iPertanggungjawaban  iPidana  iAnak  iyang  iMelakukan   iTindak  

iPidana  iPencabulan  iAnak  i(Studi  iPutusan  iNomor  i28/Pid.  iSus.  iAnak/2016/PN.  iMdn).Hlm  i34 
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sebagaai landasan utama pada menjalankan penelitian. Pendekatan 

perundang undangan, / dikenal sebagaai pendekatan statute, merujuk 

pada metode yang terlibat pada menganalisis Undang Undang dan 

regulasi terkait guna menjelajahi isu hukum tertentu. Melalui 

pendekatan ini, penelitian memperoleh mengeksplorasi apakah 

termemperoleh konsistensi dan kesesuaian pada Undang Undang yang 

bersangkutan. Di sisi lain, pendekatan konseptual melibatkan 

penggunaan doktrin doktrin dan pandangan pandangan sebagaai 

pendukung pada penyusunan riset, dengan merujuk pada prinsip prinsip 

universal ilmu hukum17.  

Selain itu pun masalah pada penelitian ini dianalisis 

menggunakan pendekatan kasus (case approach) pada penelitian 

normatif dimaksudkan guna menginvestigasi implementasi norma 

norma / aturan hukum pada praktek hukum, khususnya terkait kasus 

yang jadi fokus penelitian, yakni Putusan Nomor 24/Pid Sus 

Anak/2021/PN Smr 

1.6 Sistematika Skripsi 

Untuk menjabarkan isi penelitian dengan sistematis skripsi disusun 

berdasarkan BAB yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain sesuai 

dengan ketentuan pedoman penulisan tugas akhir skripsi pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.  

 
17

  i Peter  iMahmud  iMarzuki,  iPenelitian  iHukum,  icetakan  ike  i3.  iKencana  iJakarta,  ijuni  i2007,  ihlm   

i96. 
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BAB PERTAMA : Penulis menguraikan latar belakang 

problematikan dari judul yang diangkat, setelah itu penulis menguraikan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, serta sistematika skripsi.  

BAB KEDUA : Penulis menguraikan tinjauan pustaka yaitu berupa 

dasar teori yang dipakai penulis untuk menganalisis permasalahan yang 

diteliti teori yang penulis gunakan ialah pertanggungjawaban pidana dan 

tujuan pemidanaan.  

BAB KETIGA : Penulis menguraikan penjelasan terkait 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia, faktor-faktor penyebab 

anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, serta bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan  Nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/Pn Sgt. 

BAB KEEMPAT : Didalam Bab keempat penulis menjabarkan 

terkait kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diteliti maupun dianalisis 

oleh penulis.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana 
 

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat 

ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas 

legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan   ibentuk  iperbuatan   idari  

ipelaku  itindak  ipidana  iterhadap  ikesalahan  iyang   idilakukannya.  iDengan  

idemikian,  iterjadinya  ipertanggungjawaban  ipidana  ikarena  iada  ikesalahan   iyang  

imerupakan  itindak  ipidana  iyang  idilakukan  ioleh  iseseorang,  idan  itelah  iada  iaturan  

iyang  imengatur  itindak  ipidana  itersebut.  i 

Roeslan  iSaleh  imenyatakan   ibahwa:18 

Pengertian  iPertanggungjawaban   iPidana  idalam   ibahasa  iasing  

ipertanggungjawaban  ipidana  idisebut  isebagai  i‟toerekenbaarheid”,  i“criminal  

iresponbility”,  i“criminal  iliability”.  iBahwa  ipertanggungjawaban  ipidana  

idimaksudkan  iuntuk  imenentukan  iapakah  iseseorang  itersangka/terdakwa  

idipertanggungjawabkan   iatas  isuatu  itindak  ipidana  i(crime)  iyang  iterjadi   iatau  

itidak.  iDengan   iperkataan  ilain  iapakah  iterdakwa  iakan  idipidana  iatau  idibebaskan.   

iJika  iia  idipidana,  iharus  iternyata  ibahwa  itindakan  iyang  idilakukan  iitu  ibersifat  

imelawan  ihukum  idan  iterdakwa  imampu  ibertanggung  ijawab.  iKemampuan  

itersebut  imemperlihatkan  ikesalahan   idari   ipetindak  iyang   iberbentuk  

 
18

  i Roeslan  iSaleh.  i“Pikiran-pikiran  iTentang  iPertanggungjawaban   iPidana”.  iGhalia  iIndonesia.  

iJakarta.  i2002.  iHal.  i10 
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ikesengajaan   iatau  ikealpaan.  iArtinya  itindakan  itersebut  itercela  itertuduh   

imenyadari  itindakan  iyang   idilakukan  itersebut.19 

Barda  iNawawi   iArief,   iPertanggungjawaban   imenurut  iilmu  ihukum  

iadalah  ikemampuan   ibertanggungjawab   iseseorang  iterhadap  ikesalahannya  

itelah  imelakukan  iatau  itidak  imelakukan  iperbuatan  idilarang  ioleh  iUndang-

Undang  idan  itidak  idibenarkan  imasyarakat  iatau  itidak  ipatut  imenurut   ipandangan  

imasyarakat,  imelawan  ihukum  ikesalahan  iadalah  iunsur  iperistiwa  ipidana  iatau  

iperbuatan  ipidana  i(delik)  idan  iantara  ikeduanya  iterdapat  ihubungan  ierat  idan  

isaling  iterkait.20 

Dipidananya  isesorang  itidak  icukup  ijika  iseseorang  itelah  imelakukan   

iperbuatan  iyang  imemenuhi  iunsur-unsur  itindak  ipidana  idan  ibersifat  imelawan   

ihukum  i(formil,  imateriil),  iserta  itidak  iada  ialasan  ipembenar,  ihal  itersebut  ibelum   

imemenuhi  isyarat,  ibahwa  iorang  iyang  imelakukan  itindak  ipidana  iharus  

imempunyai  ikesalahan.21 

Menurut  iMoeljatno  imenyatakan  ibahwa  ipertanggungjawaban  ipidana  

itidak  icukup  idengan  idilakukannya   iperbuatan  ipidana  isaja,  idisamping  iitu  iharus  

iada  ikesalahan,  iatau  isikap  ibatin  iyang  idapat  idicela,  iternyata  ipula  idalam  iasas   

ihukum  iyang  itidak  itertulis  itidak  idipidana  ijika  itidak   iada  ikesalahan   i(green  istraf  

izonder  ischuld,   iohne  ischuld  ikeine  istrafe).22 

 
19

  i Kanter  idan  iSianturi.  i“Asas-Asas  iHukum  iPidana  iDi  iIndonesia  idan  iPenerapannya”.  iStoria  

iGrafika.  iJakarta.  i2002.  iHal.  i54 
20

  i Barda  iNawawi  iArief,  iBunga  iRampai  iKebijakan   iHukum  iPidana,  iAlumni,  iBandung,  i1996,  

ihlm  i106 
21

  i Chairul  iHuda,  iTiada  iPidana  iTanpa  iKesalahan,  imenuju   ikepada  i'Tiada  iPertanggungjawaban  

iPidana  iTanpa  iKesalahan;  iTinjauan  iKritis  iTerhadap   iTeori  iPemisahan  iTindak  iPidana  idan  

iPertanggungjawaban   iPidana.Prana  iMedia,  iJakarta,  i2002,  ihlm  i74 
22

  i Moeljatno,  iAsas-asas  iHukum  iPidana  idi  iIndonesia.  iRineka  iCipta,  iJakarta,  i2005,  ihlm  i73 
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Menurut  iVan  iHammel,  ikemampuan  ibertanggungjawab  iadalah  isuatu  

ikeadaan   inormalitas   ipsikis  idan  ikematangan   i(kecerdasan) yang membawa 3 

(tiga) kemampuan:  

a.  iMampu  iuntuk  imengerti  inilai  idari   iakibat-akibat  iperbuatannya  isendiri.   i 

b.  iMampu  iuntuk  imenyadari   ibahwa   iperbuatannya  iitu  imenurut  ipandangan  

imasyarakat  itidak  idibolehkan.  i 

c.  iMampu  iuntuk  imenentukan  ikehendaknya  iatas  iperbuatan-perbuatannya  

iitu.23 

Pertanggungjawaban  ipidana  iatau  ikesalahan  iseseorang  idapat  itidaknya  

iia  idipidana  iharus  imemenuhi   irumusan  isebagai  iberikut:  i 

a.  iAdanya  iperbuatan  iyang  idisengaja.  i 

b. Pelaku harus mampu bertanggungjawab.  

c. Bahwa pelaku insyaf atas perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan 

yang dapat dipidana. 

 d. Tidak ada alasan pemaaf.24 

Van Hammel menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang oleh 

Undang-Undang disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja (opzet), hal 

tersebut hanya dapat merujuk kepada: 

 
23

  i Tri  iAndrisman,  iHukum  iPidana,  iAsas-asas  idan  iDasar  iAturan   iUmum  iHukum  iPidana  

iIndonesia.  iUniversitas  iLampung.  iLampung,  i2007,  ihlm  i108 
 
24

  i Suharto,  iHukum   iPidana  iMateriil:  iUnsur-unsur  iObjektif   iSebagai  iDasar   iDakwaan,  iSinar  

iGrafika,  iJakarta,  i1996,  ihlm   i108 
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a. Tindakan-tindakan, baik tindakan melakukan sesuatu maupun tindakan 

tidak melakukan sesuatu.  

b. Tindakan yang menyebabkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-

undang.  

c. Terpenuhinya unsur-unsur lain dari tindak pidana yang bersangkutan.25 

Peristiwa pidana itu sendiri adalah “Een Strafbaargestelde, 

Onrechtmatige, Met  iSchuld  iin  iVerban  iStaande  ihandeling  iVan  ieen  

iToerekenungsvabaar  ipersoon”.  iTerjemahaan  ibebasnya  iadalah  iperbuatan   

isalah  idan  imelawan  ihukum  iyang  idiancam   ipidana  idan  idilakukan  ioleh  iseseorang  

iyang  imampu  ibertanggungjawab.26 

2.2 Teori  iPemidanaan 
 

Tujuan  idiadakan  ipemidanaan  idiperlukan  iuntuk  imengetahui  isifat  idan  

idasar  ihukum  idari   ipidana.  iFranz  iVon  iList  imengajukan  iproblematik   isifat  

ipidana  idi  idalam  ihukum  iyang  imenyatakan  ibahwa  i"rechtsguterschutz  idurch   

irechtsguterverletzung"   iyang  iartinya  imelindungi  ikepentingan  itetapi  idengan   

imenyerang  ikepentingan.  iDalam  ikonteks  iitu  ipula  idikatakan  iHugo  iDe  iGroot  

i"malum  ipassionis  i(quod  iingligitur)  ipropter  imalum  iactionis"  iyaitu  ipenderitaan  

ijahat   imenimpa  idikarenakan  ioleh  iperbuatan jahat.27 

 
25

  i Lamintang,  iP.A.F,  iDasar-Dasar   iHukum  iPidana  iIndonesia,  iCitra  iAditya  iBakti,  iBandung,  

i1997,  ihlm  i284 
26

  i Simons  i(C.S.T.  iKansil,  i2004:  i37-38) 
27

  i Bambang  iPoernomo,  iHukum   iPidana  iKumpulan  ikarangan  iIlmiah,  iBina  iAksara  iJakarta,  

i1982,  ihlm.  i27 
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Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan 

teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan 

pemidanaan (theological retributivism) yang beranggapan bahwa 

pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari 

pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus 

menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan 

tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk 

tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan 

bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut 

dilakukan  idengan  imenggunakan  iukuran  iberdasarkan   iprinsip-prinsip  

ikeadilan,  imisalnya  ibahwa  ipenderitaan  ipidana  itersebut   itidak  iboleh  imelebihi  

iganjaran  iyang  iselayaknya   idiperoleh  ipelaku  itindak  ipidana.28 

Dalam  iteori  iWesley  iCragg  idan  iYong  iOhoitimur  ipada  idasarnya  

imenyatakan  ibahwa  ipenerapan   isanksi  ipidana  imemiliki  ibeberapa  itujuan  iyaitu  

iefek  ijera  idan  ipencegahan  itindak  ipidana,  irehabilitasi  iuntuk  ipelaku  itindak   

ipidana,  iserta  iuntuk  imenjadi  isarana  iedukasi  isosial.  i 

Dalam  iperkembangannya  iada  ibeberapa  imacam  iteori  itujuan  ipemidanaan   i: 

- Teori  iAbsolut  imemandang  ipidana  isebagai   ihanya  iuntuk  imemberikan  

ipembalasan  iatas  iapa  iyang  idiperbuat  ioleh  iorang   iyang  ibersalah.  i 

 
28

  i Muladi,  iLembaga  iPidana  iBersyarat.  iAlumni,  iBandung,  i1985,  ihlm.  i49 



 

21 
 

- Teori  iRelatif.  iMemandang  ipemidanaan  ibukan  ihanya  imengenai  

ipembalasan  iakan   itetapi   iada  ihal  itetentu  iyang  idapat  imemberikan   imanfaat  

ibagi  ipelaku.  i 

- Teori  ikeseimbangan.  iDalam  ipenuturannya  iRoeslan  iSaleh  imengatakan  

ibahwa  ipemidanaan  iharus  imengakomodasi   ibanyak  ikepentingan  ibaik  iitu  

ipelaku,  ikorban,   imaupun  imasyarakat.  i 

- Teori  iKontemporer  imencakup  ihal  imengenai  iefek  ijera,  iedukasi,   

irehabilitasi,  iserta  ipengendali  isosial.  i 

- Teori pengayoman. Roeslan saleh memberika pandangan Hukum 

bertujuan melindungi masyarakat dan individu dari tindakan yang 

mengganggu ketertiban sosial, baik yang dilakukan oleh individu, 

pemerintah domestik, maupun pemerintah asing. Selain itu, hukum 

juga berupaya untuk membentuk setiap anggota   imasyarakat  iagar   

imenjadi  iindividu  iyang  ibermanfaat,  ipeduli,  idan  iterdidik. 

- Teori  ipemasyarakatan.  iDalam  iteori  ipemasyarakatan,   ifokus  iutamanya  

iadalah  imembimbing  inarapidana  iagar  idapat  ikembali  iberperan   isebagai  

ianggota  imasyarakat  iyang  ibaik  idan  iberguna.  iDi  isisi  ilain,  imasyarakat  

ijuga  iperlu  idisiapkan  iagar  idapat  imenerima  inarapidana  iyang  itelah  

idirehabilitasi  ikembali   ike  idalam  ilingkungannya. 

- Teori  ipembebasan.  i  iMenurut  iSoedarto,  ipara  ipelaksana  ipenegak  ihukum  

iyang  imerupakan  ibagian  idari   istruktur  iperadilan  iharus  imengubah  ipola  

ipikir  imereka  iterkait  itiga  imasalah  ipokok  idalam bidang pidana, yaitu 

pidana itu sendiri, penjahat, dan kejahatan. 
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- Teori Integratif. Dalam konteks hukum, pemidanaan memiliki dua 

dimensi yang perlu dipahami kebutuhan dan sarana kontrol sosial 

yang dimana bahwa pemidanaan bukan hanya tentang memberikan 

hukuman sebagai balasan, tetapi juga sebagai alat untuk 

mengendalikan perilaku sosial, dalam proses pemidanaan seseorang 

mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakannya. Selain 

itu, ada kompleksitas pemidanaan yang dimana dari penuturan muladi 

bahwa pemidanaan adalah hal yang kompleks dikarenakan harus 

memerhatikan hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, 

pemidanaan juga harus berfungsi secara operasional dan fungsional. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29

  i Syarif  iSaddam  iRivanie  i“Perkembangan  iTeori-Teori  iTujuan  iPemidanaan”,  i  iJurnal  iHalu  

iLeo  iLaw  iReview,  iVol.  i6  iNo.  i2  i(2022),  ihlm  i178. 



 

23 
 

BAB III 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

3.1  Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagaai Pelaku Tindak Pidana 

Pengedar Narkotika Dipada Sistem Hukum di Indonesia 

Masalah penyalahgunaan  inarkotika  idi  iIndonesia  isekarang  iini  

idirasakan  ipada  ikeadaan  iyang  imengkhawatirkan.  iSebagaai  inegara  ikepulauan  

iyang  imempunyai   iletak  istrategis,  ipun  iditinjau  idari   isegi  iekonomi,  isosial,  idan  

ipolitik  ipada  idunia  iinternasional,  iIndonesia  itelah  i  iberpatisipasi  

imenanggulangi  ikejahatan  ipenyalahgunaan  inarkotika,  iyaitu  idengan  

idisahkannya  iUndang  iUndang  iNomor  i35  iTahun  i2009  itentang  iNarkotika.30 

Potensi  ianak  imelakukan  itindak  ipidana  i/  imemperoleh  idikatakan  

iterjerumus  ipada  itindak  ipidana  i  ibesar.  iHal  iitu  idi  isebabkan  ikarena  imemiliki  

ikarekteristik  idan  ikondisi  ijiwa  iyang  iunik  iyang  imana  iperlu  ipengarahan  iyang   

ibenar  ijika  ianak  iingin  ijadi  ibenar  isedangkan  ijika  ipengarahan  iburuk  ianak  iakan  

ijadi  inakal  ibahkan  ijadi   ijahat.31 

Akibat  iketerlibatan  ianak  ipada  itindak  ipidana  inarkotika  i(kurir)  itelah  

imendukung  idan  imenyebabkan  ikerusakan  iparah  ipada  ikorban  i/  ipengguna  

inarkotika.  iKerusakan  iyang  iditimbulkan  inarkotika  ibagi  ipengguna   i  isulit  iguna  

idipulihkan  ihal  iitu  idi  isebabkan  ikarena  ikecanduan  inarkotika  iyakni   ikondisi  i/  

ipenyakit   iyang  i  isulit  iguna  idijelaskan  ipengaruh  i/  ikerusakan  iberdasarkan  ifisik  i/  

 
30

  i I  iWayan  iGovinda  iTantra*,  iI  iMade  iMinggu   iWidyantara  idan  iLuh   iPutu  iSuryani  

i“Pertanggungjawaban   iPidana  iAnak   iSebagaai  iKurir  ipada  iTindak  iPidana  iNarkotika   i,  iFakultas  iHukum,  

iUniversitas  iWarmadewa,  iDenpasar  iBali,  iIndonesia   iHlm  i217 
31

  i Gultom,  iM.  i(2014).  iPerlindungan  iHukum  iTerhadap   iAnak  iDan  iPerempuan.  iBandung:  

iRefika  iAditama.  iRetrieved  ifrom   ihttps://  ionesearch.id/Record/   iIOS7357.INLIS000000000002265) 
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ipsikis  ipun  ioleh  idokter  i/pun  ipsikis  ihanya  iorang  iyang  ikecanduan  iyang  

imemperoleh  imengerti  iapa  iyang  isedang   idirasakannya.32 

Keterlibatan  ianak   ipada   itindak  ipidana  inarkoba  ijadi  ikurir  idilain  ijadi  

ipelaku  iyang  ijadi  itindak   ipidana  iitu  itapi   imenggambarkan  ikedudukan   ianak  ijadi  

ikorban  idari  iperedaran  inarkotika  iitu  isendiri.  iHingga  ikini  imasih  ijadi  imisteri  

isiapa  isebenarnya  iyang  ijadi  ikorban  ipada  itindak  ipidana  ianak   isebagaai  ikurir   

inarkotika  isehingga  ianak  iumumnya  ijadi  ipelaku  itindak  ipidana  ipun  isebagaai  

ikorban.33 

Terkait  idengan  ipengertian  ikata  i“Kurir”  imenurut   iKBBI  iialah  i“utusan  

iyang  imenyampaikan  isesuatu  iyang  ipenting  idengan  icepat”.  iDari  ipenjelasan  iitu  

imemperoleh  idipahami  ibahwasannya  ipada  ipelaksanaannya  ikurir  iialah  

iseseorang  iyang  imenerima  itugas  i/  itanggung  ijawab  iguna  imenyampaikan   i/  

imenghantar  isesuatu  i(barang)  ipada  itujuan  isesuai  idengan  iapa  iyang  

idiperintahkan  ioleh  ipemberi  imandate.34 

Pertanggung  ijawabkan  iberdasarkan  ipidana,  iOleh  ikarena  iitu  iharus  

imengandung  ikesalahan  iEntah  iitu  imengenai  ikesengajaan  i(dolus/opzet)  i/pun  

ikelalaian  i(culpa).  iGuna  ipertanggung  ijawaban  ipidana,  idiperlukan  isyarat  

ibahwasannya  ipelaku  imampu  ibertanggug  ijawab.  iKemampuan  ibertanggung  

ijawab  iselalu  iberhubungan  idengan  ikeadaan  ikondisi  ipsikis  ipelaku.  

iKemampuan  ibertanggung  ijawab  iini  iselalu  idikaitkan  idengan  ipertanggung   

 
32

  iI  iWayan  iGovinda  iTantra*,  iI  iMade  iMinggu   iWidyantara  idan  iLuh   iPutu  iSuryani  

i“Pertanggungjawaban   iPidana  iAnak   iSebagaai  iKurir  ipada  iTindak  iPidana  iNarkotika   i,  iFakultas  iHukum,  

iUniversitas  iWarmadewa,  iDenpasar  iBali,  iIndonesia   iHlm  i219 
33

  i Muhammad   iAfrizal  iPramudito  i,  iRugun  iRomaida  iHutabarat2  i1  iFakultas  iHukum,  iUniversitas  

iTarumanegara,  iJakarta,  iIndonesia.  iHlm  i  i2934 
34

  i Samsul  iArifin  iFakultas  iHukum  iUniversitas  iAirlangga  iJl.  iAirlangga  iNomor4  i  i  i6,  iAirlangga,  

iKec.  iGubeng,  iKota  iSBY,  iJawa  iTimur  i60  i“PERTANGGUNGJAWABAN  iPIDANA  iTERHADAP  

iANAK  iSEBAGAAI  iKURIR  iNARKOTIKA”  iHlm  i138 
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ijawaban  ipidana,   ihal  iini  iyang  ijadikan  ikemampuan  ibertanggug  ijawab  isebagaai  

isalah  isatu  iunsur  ipertanggung  ijawaban  ipidana.35 

Tolak  iukur  imampu  itaknya  iseorang  ianak  iguna   ibertanggung  ijawab  ibisa  

idilihat  idari  ibeberapa  ifaktor,  iMulai  idari  iusia  ihingga kejiwaan pelaku. Serta 

penyidik mampu membuktikan bahwasannya perbuatan itu memenuhi 

unsur unsur memperoleh dipidanakannya pelaku itu, pada hal ini anak 

sebagaai kurir. Jika melihat contoh kasus yang ada diputusan , Oleh karena 

itu memperoleh diketahui bahwasannya pada penegakannya, anak itu sudah 

bisa dikategorikan mampu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, 

karena kasus itu termasuk pada kesengajaan /disengaja (dolus/opzet), 

bersifat melawan hukum, dan menimbulkan adanya kerugian /pun 

kekhawatiran di masyarakat.36 

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas 

tindak pidana yang dilakukannya karena adanya kesalahan dalam 

melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatannya tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan..  iSedangkan,   iperbuatan  ipidana  imenurut   

ipenmemperoleh   iMoeljatno  iyakni  iperbuatan   iyang  ioleh  iaturan  ihukum  idilarang   

idan  idiancam  ipidana,  isedangkan  iancaman  ipidananya  iditujukan  ipada  iorang  

iyang  imenimbulkannya  ikejadian  iitu37 

 
35

  i Mahyadi,  iA.  i(2019).  iperlindungan  ihukum  ianak  isebagaai  ipelaku  iterorisme  i.  ijurnal  ihukum  

imagnum  iopus,  i48  i49 
36

  i Marsaulina  iNainggolan,  id.  i(2010).  iPeranan  iHakim  iPada  iMemberikan  iPerlindungan   iHukum  

iTerhadap   iAnak  iKorban   iPenyalahgunaan  iNarkotika  i(Studi  iPengadilan  iNegeri  iLubuk  iPakam).  ijurnal  

imercatoria.  idoi:10.31289/mercatoria.v3i2.600 
37

  i MoeljatNomor  i2000.  iAsas  iAsas  iHukum   iPidana.  iJakarta:  iPT  iRineka  iCipta. 
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Pada  iketentuan  ihukum  ipidana  ipositif  idi  iIndonesia,  iprinsip  iumum  

imengenal  ibahwasannya  iperbuatan  ipidana  iyang   idi  ilakukan  ioleh  isiapapun  

imutlak  idi  ipertanggungjawabkan,  isebab  iperbuatan  ipidana  idengan  inyata   itelah  

imerugikan  ipihak  ilain,  iOleh  ikarena  iitu  ikonsekuensinya   imenuntut  ipembalasan  

imengenai  isanksi  ihukuman  idan  isebagaainya.  iprinsip  iprinsip  ikhusus  ipun  idi  

ikenal  ipada  ihukum  ipidana  ipostif  iIndonesia  iyakni,  imengenai  ipengeculaian,   

ipengurangan  idan  ipenambahan  ihukuman.  iKetentuan  iBab  iIII  iPasal  i44  

imenyatakan  isebagaai  idemikian  i:  i 

1.  iBarangsiapa  imengerakan  isesuatu  iperbuatan,  iyang  itak  imemperoleh   idi  

ipertanggungjawabkan  ipadanya  ikarena  ikurang  isempurna  itak   

imemperoleh  idi  ipertanggungjawabkan  ipadanya  ikarena  ikurang  isempurna  

iakalnya  i/  ikarena  isakit   iakal  itak  iboleh  idi  ihukum.  i 

2.  iJika  inyata  iperbuatan  iitu  itak  imemperoleh   idi  ipertanggungkan   ipadanya  ikarena  

ikurang  isempurna   iakalnya  i/  ikarena  isakit   iberubah  iakal   iOleh  ikarena  iitu  

ihakim   iboleh  imemerintahkan  imenempatkan  idia  idi  irumah  isakit  igila  iselama   

ilamnya  isatu  itahun  idi  iperiksa  i 

3.  iYang   idi  itentukan  ipada  iayat  iyang  idi  iatas  iini  ihanya  iberlaku   ibagi   imahkamah   

iAgung,  ipengadilan  iTinggi  idang  iPengadilan  iNegeri38 

Pada  iPutusan  iNomor  i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN.Smr  iditerangkan  

iberdasarkan  ijelas  ibahwasannya  iAnak  iyakni   ipelaku   itindak  ipidana  inarkotika   

isebagaai   ikurir  iyang  imasih  idibawah  iumur.  iseharusnya  imemperoleh  

imempertanggungjawabkan   iperbuatannya,  ihal  iitu  ipun  imemenuhi  isyarat  isyarat  

ipertanggungjawaban  ipidana.  iPertanggungjawaban  ipidana  iterhadap  ipelaku  

 
38

  i Soesilo,  iKitab  iUndang   iundang  iHukum  iPidana  i(  iKUHP)  iserta  ikomentar  ikomentarnya  

ilengkap  idemi  ipasal  i(  iBogor:  iPoliteia,  i1991),  ihlm.  i60. 
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itindak  ipidana  iharus  idilihat  idari  iunsur  ibatinnya  iyaitu  iadanya  ikesalahan   

imengenai  ikealpaan  i/  ikesengajaan   iserta  ipada  ikeadaan  isadar   idan  ikondisi  

ikejiwaan  iyang  inormal.  iPertanggungjawaban   ipidana  iyaitu  imampu  

ibertanggung  ijawab  idengan  isesuatu  iyang  iberada  idiluar  ikesalahan.   iMampu   

ibertanggung  ijawab  iyakni  isyarat  isuatu  ikesalahan.  iSehingga,  iitu  ibukan  iyakni  

ibagian  idari  ikesalahan  iitu.  iOleh  ikarena  iitu,  itermemperoleh   isubjek   ihukum  

imanusia  iyang  imampu  ibertanggung  ijawab  iyakni  iunsur  ipertanggungjawaban  

ipidana,  isekaligus  isyarat  ikesalahan.  i 

Apabila  ipenyalahgunaan  inarkotika  idikaitkan  idengan  iunsur  ikesalahan   

ianak  idiantaranya:  i 

a.  iAdanya  ikemampuan   ibertanggung   ijawab  ipada  isi  ipembuat  iartinya  ikeadaan 

jiwa si pelaku harus normal. Seorang anak yang menyalahgunakan 

narkotika sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan 

hukum dan padanya memperoleh dipertanggung jawabkan terhadap apa 

yang diperbuatnya jika dilihat melalui kriteria pertanggungjawaban anak 

berdasarkan umur  ioleh  iSPPA  iberada  idiatas  i12  itahun  idan  idibawah  i18  itahun  

iserta  ipidana  ihanya  imemperoleh  iditerapkan   iterhadap  ianak   iyang   iberusia  idiatas   

i14  itahun.39 

b.  iHubungan   ibatin  iantara  isi  ipembuat  idengan  iperbuatannya   imengenai   

ikesengajaan  i/  ikealpaan,   ibahwasannya  itindakan  ipenyalahgunaan  inarkotika   

imengenai  ikesengajaan  iguna  imenyalahgunakan  inarkotika.  i“Adanya  iunsur  

imelawan  ihukum  ibelum  icukup  iguna  imenjatuhkan  ipidana, di samping 

 
39

  i Armeraliesty  iKusuma  iManggarensi,  iRehnalemken  iGinting”  iTINDAK  iPIDANA  

iNARKOTIKA  iYANG  iDILAKUKAN  iANAK  iSEBAGAAI  iKURIR  iNARKOTIKA  i(Studi  iPutusan  

iNomor   i3/Pid.Sus  iAnak/2019/PN.Skt)”Hlm  i12  i13 
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perbuatan yang melawan hukum harus diikuti oleh adanya pelaku yang 

bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dengan kata lain, pelaku tersebut 

harus memiliki kesalahan. Unsur kesalahan merupakan elemen inti dari 

setiap tindak pidana.40 

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik pribadi atau 

individual, yang hanya dapat dikenakan pada individu yang bersalah. Ini 

berarti seseorang hanya dapat dihukum jika ada bukti bahwa dia secara 

pribadi terlibat dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus 

disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana, sehingga 

hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan situasi pelaku. memperoleh   

imemadukan  ikeadilan  idengan  isituasi   iindividual   ipelaku.   iPada  ikonteks   

ipertanggungjawaban  ipidana,  isetiap  iorang   ibertanggung  ijawab  iatas  isegala  

iperbuatannya,   idan  ihanya  iperbuatan   iindividu  iitu  iyang   imemperoleh   

imenyebabkan  ihakim  imenjatuhkan  ihukuman   iyang  ibersifat  ipribadi  ipada  

ipelaku  itindak  ipidana.  iIni   imencerminkan  iprinsip  idasar  ihukum  ipidana  iyang   

imenegaskan   ibahwasannya   ihukuman  ipidana  iharus   ididasarkan  ipada  ibukti  iyang   

ikuat  idan  iharus  i  iprosedur  ihukum  iyang  iberlaku.   iDengan  idemikian,   

ipertanggungjawaban  ipidana  iyakni   ibentuk  ipertanggungjawaban   ihukum   iyang  

ikhusus  iberkaitan  idengan  itindakan  ikriminal  iyang   idilakukan  ioleh  iindividu,  idan  

ihukuman  iyang  idijatuhkan  iharus  imencerminkan  itingkat  ikesalahan  idan  

itanggung  ijawab  ipribadi  ipelaku.  iPada  ihal  iini,  ikonsep  ipertanggungjawaban   

 
40

  i Edi  iSetiadi  idan  iDian  iAndrisari.  i2013.  iPerkembangan  iHukum  iPidana  iDi  iIndonesia.  

iYogyakarta:  iGraha  iIlmu. 
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ipidana  imenegaskan  iprinsip  iprinsip  ikeadilan  idan  iproporsionalitas  ipada  isistem  

ihukum  ipidana41 

Contoh  inyata  iterkait  ianak   isebagaai   ipelaku  itindak  ipidana  ipengedaran  

inarkoba  isalah  isatunya  iialah  ipada   iputusan  inomor  i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  

iSmr  iyang  iduduk  iperkaranya  iialah  isebagaai   idemikian  i:  i

42 

1. Identitas  iterdakwa  i 

Nama  i   :  iABH 

Tempat  iLahir   i :  iSamarinda 

Umur/Tanggal  ilahir  i :  iXX/XX  iAgusutus  i2006 

Jenis  iKelamin  i  :  iLaki   ilaki 

Kebangsaan  i  :  iIndonesia 

Tempat  itinggal  i  :  iKota  iSamarinda 

Agama  i   :  iIslam 

Pekerjaan  :  i  i 

2. Kronologi  iKasus  i 

- Bahwasannya   iABH  ipada  ihari  iselasa  inggal  i29  iNovember  i2022  isekira  ijam  

i03.30  iWITA  ibertempat  idi  iJl.  iBung  iTomo  idekat  iHotel  iBarumbay  

iKelurahan  iSungai  iKeledang  iKecamatan  iSamarinda  iSeberang  iKota   

iSamarinda  itelah  iditangkap  ioleh  iTim  iReskrim   idari  iPolsek  iSamarinda  

iSeberang karena kememperolehan membawa Narkotika jenis sabu. 

- Polisi memperoleh informasi dari masyarakat kalau ditempat itu sering 

terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Managuru dan tim 

 
41

  i Jainah,  iZainab  iOmpu.  i‘‘Analisis  iPertanggungjawaban   iPidana  iTerhadap  iPelaku  iTindak  

iPidana  iKurir  iNarkotika  i(Studi  iPutusan  iPerkara  iNomor:  i414/PID  iSus/2014/PN.  iKla)’’.  iKeadilan  

iProgresif  i7,  iNomor  i1  i(2016). 
42

  i Putusan  iNomor  i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  iSmr 
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melakukan penyelidikkan didaerah itu selanjutnya tim merasa curiga 

dengan gerak gerik ABH dengan temannya yang bernama Andre 

Saputra (Terdakwa pada perkara lain) setelah tim mendekat ternyata 

saksi Andre Saputra tahu keberadaan Polisi sehingga ia melarikan diri 

dengan sepeda motornya sehingga tim pada saat itu berhasil menangkap 

ABH dan setelah ABH diintrogasi ternyata ia memperoleh Narkotika 

jenis sabu dari saksi Andre Saputra  iyang  irencananya  iakan  idiantar  ike  iSdri  

iYanti   iyang  iberada  idi  iHotel  iBarumbay,  ikemudian  itim  imelakukan   

ipencarian  iterhadap  isaksi  iAndre  iSaputra  idan  iakhirnya  iberhasil  imelakukan  

ipenangkapan  iterhadap  isaksi  iAndre  iSaputra. 

- awal  imulanya  iABH  idi  ihubungi  ioleh  isaksi  iAndre  iSaputra  iguna  ike  

irumahnya  idan  isetelah  isampai  idi  irumahnya  isaksi  iAndre  iSaputra,   iABH   idi  

iajak  ioleh  isaksi  iAndre  iSaputra  iguna  imenemui   itemannya  idi  iJalan  iAnggur   

ikemudian  iABH  idan  isaksi  iAndre  iSaputra  ipergi  ike  iangkringan  iyang  iberada  

idi  iGg.  iDurian  iTunggal  iKel.  iLoa  iBahu  iKec.  iSungai  iKunjang   iKota  

iSamarinda  idan  isetelah  isampai  idi  iangkringan  isekitar  i1  i(satu)  ijam  

ikemudian  iada  iseseorang   iyang  idatang  imenemui  isaksi  iAndre  iSaputra   idan  

iternyata  iyakni  isdr  iBUSU  i(DPO)  idan  isetelah  isdra  iBUSU  idatang  imenemui  

isaksi  iAndre  iSaputra  imerekapun  ipergi   iberdua  idan  imenyuruh  iABH  iguna  

imenunggu  idi  iangkringan  iitu,  itapi   isetelah  isdra  iBUSU  idan  isaksi  iAndre  

iSaputra  ipergi   imeninggalkan  iangkringan  iABH  ipun  ipergi  imenemui  iteman  

iABH  iyang  iberkumpul  idi  iGg.  iDuren  iTunggal   isambil  imenunggu  isaksi  

iAndre  iSaputra  idan  isekitar  ipukul   i23.30  iWITA  isaksi  iAndre  iSaputra  idatang  

isetelah  imemperoleh  i2  i(dua)  ipaket  isabu  idari  iSdr  iBusu  iitu  iyang   imana  isabu  
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iitu  iyakni   ipesanan  iSdri  iYanti  iyang  isudah  imenghubungi  isaksi  iAndre  

iSaputra  iguna  imencarikan  isabu  ilalu  isaksi   iAndre  iSaputra  imenghubungi  iSdr  

iBusu  iguna  imenyiapkan  isabu  isetelah   iitu  iSdr  iBusu  idan  isaksi  iAndre  iSaputra  

ijanjian  iguna  ibertemu  ikemudian  iSdr  iBusu  imenyerahkan  i2  i(dua)  ipaket  

iSabu  ike  isaksi  iAndre  iSaputra  iguna   idiserahkan  ike  iSdri  iYanti   iyang  imana  

ikedua  ipoket   isabu  iitu  iseharga  iRp200.000,00   i(dua  iratus  iribu   irupiah)  itapi  

ibelum  isaksi  iAndre  iSaputra  ibayar  ikarena  ibiasanya  isetelah  idibayar  ioleh  

ipembeli   ibaru  isaksi  iAndre  iSaputra  imenyerahkan  iuang  ipada   iSdr  iBusu  iyang   

imana  isaksi  iAndre  iSaputra  imemperoleh   ifee  idari  ipengantaran  isabu  iitu  

isejumlah  iRp50.000,00  i(lima  ipuluh  iribu  irupiah)  iper  ipaket.  i 

3. Barang  ibukti   i 

- 2  i  ipoket  iserbuk  iputih  iyang  ididuga  isabu  idengan  iberat  ikeseluruhan  i0,67  

igram   ibrutto.  i 

- 1  iunit  ihandphone  imerek  ivivo  iY21  iBiru 

4. Tuntutan  iJPU  i 

- Menyatakan   iAnak  iyang  iberhadapan  idengan  ihukum  iterbukti  ibersalah  

imelakukan  itindak  ipidana   i”Narkotika”   isebagaaimana  ididakwakan  ioleh   

iPenuntut  iUmum  imelanggar  iPasal  i114  iayat  i(1)  iUURI  iNo  i35  itahun   i2009   

itentang  iNarkotika. 

- Menjatuhkan  ipidana   ipembinaan  iselama  i1  i(satu)  itahun  idi  iLPKA  iKelas  iIIA  

iSamarinda  iyang  iberada  idi  ijalan  iImam  iBonjol  iNomor  i68  iKec.  iTenggarong   

iKabupaten  iKutai  iKertanegara,   idipotong  imasa  ipenahanan  idengan  iperintah  

iagar  iAnak  iBerhadapan  iHukum  i(ABH)  itetap  iditahan  idan  ipidana  itambahan  

imengenai  ipelatihan  ikerja  iselama  i6  i(enam)  ibulan  idi  iLPKS  iSamarinda  iyang   
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iberada  idi  iD.I  iPanjaitan  iRt.  i68  iKomplek  iIndovice  iBlok  iA  iNomor  i20  

iSamarinda. 

- Menyatakan barang bukti mengenai 2  poket serbuk putih yang diduga 

sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone 

merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara. 

- Menetapkan pada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya 

perkara Rp. 2.000,  (Dua ribu rupiah) 

5. Amar putusan  

- Menyatakan bahwasannya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) itu 

diatas telah terbukti berdasarkan sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM 

JADI PERANTARA PADA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 

I sebagaaimana pada dakwaan alternatif kesatu.  

- Menjatuhkan pidana pada ABH dengan pidana pembinaan dipada 

LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas IIA Samarinda yang 

berada di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kec. Tenggarong Kabupaten 

Kutai Kartanegara selama 10 Bulan dan pelatihan kerja pengganti denda 

selama 5 bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial) Samarinda Jalan Panjaitan RT 68 Komplek Indovis Blok A 

Nomor 20 Samarinda.  

- Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum tetap di tahan. 

- Menyatakan barang bukti mengenai 2  poket serbuk putih yang diduga 

sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone 

merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara. 



 

33 
 

- Menyatakan barang bukti mengenai 2  poket serbuk putih yang diduga 

sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone 

merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara. 

- Menetapkan pada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya 

perkara Rp. 2.000,  (Dua ribu rupiah) 

 

3.2 Faktor Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika 

Berdasarkan penmemperoleh Simanjuntak tentang intensitas tindak 

kriminal memperoleh  idisimpulkan  ibahwasannya  igejala  igejala  ikenakalan  

iremaja  iyang  imemperlihatkan  ikenakalan  iyaitu  ianak  iyang   itak  idisukai  

itemannya,  isering  imenghindarkan  idiri  idari  itanggung  ijawab,  ianak  iyang  isering  

imengeluh  ikarena  itak  isanggup  iguna  imemecahkan  imasalahnya,  i.anak  iyang  

imengalami  iphobia  idan  igelisah  ipada  ibentuk  imelewati  ibatas  iyang  iberbeda  

idengan  iketakutan  ianak  inormal,  isuka  iberbohong,  iserta  isuka  imenyakiti  

isesama  iteman.  i

43 

Berdasarkan  iumum  iada  ibeberapa  ifaktor  iyang  imenyebabkan  ianak  

imelakukan  itindak  ipidana  iyaitu:  i 

a. Faktor  iEkonomi.  iHal  iini  idipengaruhi  ikebutuhan  ikeluarga  iguna  

imemenuhi  ikebutuhan  isandang  idan  ipangan  i/  idikarenakan  iadanya  ianggota  

ikeluarga  iyang  isedang  imengalami   isakit.  i 

 
43

  i Khairul  iIhsan  i“Faktor  iPenyebab   iAnak  iMelakukan  iTindakan  iKriminal  i(Studi  iKasus  

iLembaga  iPemasyarakatan  iPekanbaru  iKelas  iII  iB)  i“  iJurnal  iSosiologi  iFISIP  iUniversitas  iRiau,  iVol.  i3  

iNomor   i2  i(2016),  ihlm  i8 



 

34 
 

b. Faktor  ipendidikan.   iPelaku  ianak  iyang  imelakukan  itindak  ipidana  irata  irata  

ihanya  itamat  ipada  ijenjang  ipendidikan  isekolah  idasar.  i 

c. Faktor  ilingkungan.  iPun  iburuknya  itingkah  ilaku  iseseorang  i  idipengaruhi   

ioleh  ilingkungan  iyang  imana  iorang  iitu  iberada,  ipada  ipergaulan  iyang   idii  

idengan  ipeniruan  isuatu   ilingkungan  iakan  i  iberpengaruh  iterhadap   

ikepribadian  idan  itingkah  ilaku  iseseorang. 

d. Pihak  ipenegak   ihukum  ikadang  ikadang  imenyimpang  idari  inilai  inilai  ihukum   

iyang  ihidup  ipada  imasyarakat,  isehingga   iada  ipelaku  ikejahatan  iAnak   

imelakukan  iTindak  iKriminal  iyang  imemperoleh  ihukuman  iyang  iterlalu  

iringan. 

Beberapa  ialasan  ilain  imengapa  ianak  imemperoleh  iterjerumus  ipada  

ijaringan  ipengedaran  inarkotika  i:44 

a. Aktivitas  iorang  itua.  iKurangnya  iwaktu  iorang  itua  iguna  ianak  ianak  imereka  

ikarena  ikesibukan,  imenyebabkan  imereka  itak  imemperhatikan  ikehidupan  

idan  iperkembangan  ianak  ianak  iyang  imasih  ibersekolah. 

b. Broken  ihome.  iAnak  ianak  ikehilangan   iarah   ikarena  ikekacauan  idari  

ikeluarganya,   idan  irentan  ijatuh  ike  ijurang  inarkotika; 

c. Perubahan  isosial  idan  igaya  ihidup  iyang  imendadak  ijadi   iberlebihan,  

imemberikan  isegala  isesuatu  iyang  idiinginkan  ianak  ianak,  imembuat  imereka   

irentan  iterhadap  ibahaya  inarkoba. 

d. Mengalami kesulitan dipada pendidikannya 

 
44

  i   iRaudatul  iZannah  iDkk  i“Pengedaran  iNarkoba  iOleh  iAnak  iDibawah  iUmur  idi  iBandar  

iLampung”  iJurna   iComserva   iVol.  i3  iNomor  i01  iMei  i(2023)  ihlm  i139.  i 
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e. Aliran anak muda: Anak muda biasanya menyukai hal baru dan 

petualangan, dan perjalanan ini mungkin terkait dengan kelompok 

penggunaan narkoba.  

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang mendorong tindakan kriminal 

biasanya dibagi menjadi dua kategori: faktor internal (di dalam diri individu) 

dan faktor eksternal (di luar diri individu). Faktor-faktor ini termasuk: 

1. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor internal yang berkaitan dengan 

kejiwaan seseorang. Ada beberapa jenis penyebab kejiwaan yang 

dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. 

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan di 

luar diri manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya 

kriminalitas. Faktor luar inilah yang memengaruhi seseorang untuk 

melakukan perbuatan jahat..45\ 

Pada beberapa literatur pun disebutkan bahwasannya hal yang jadi 

penyebab anak jadi pelaku pengedaran narkoba ialah faktor rendahnya 

pemahaman agama. Agama yakni sumber nilai pada kehidupan. Orang 

orang yang percaya dan beriman pada agama memandang nilai nilai yang 

ada di padanya sebagaai hal yang pun. Keimanan ini menyebabkan mereka 

bersikap tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. 

Kepatuhan itu muncul dari kesadaran bahwasannya setiap perintah agama 

membawa kepunan dan setiap larangan agama menghindarkan dari 

 
45

  i Abdul  iSyani.  iOp.Cit.  ihlm.  i37 
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keburukan. Tapi, hal ini berbeda dengan orang orang yang memiliki 

pemahaman dan keyakinan yang rendah terhadap agama. Kurangnya 

pemahaman mereka tentang agama menyebabkan perilaku yang cenderung 

melanggar perintah dan larangan agama. Salah satu contohnya yakni masih 

banyaknya orang beragama yang terjebak pada tindak pidana narkotika, 

meskipun agama dengan tegas melarang tindakan yang merugikan dan 

merusak diri sendiri.46 

 Pada teori penyebab terjadinya kejahatan pengedaran narkotika 

menurut perolehan dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum 

yakni sebagai berikut : 

1. Teori Biologis,  

Menurut teori ini, faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang 

dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan. Faktor-faktor ini dapat 

menyebabkan tingkah laku yang tidak normal. Pemerolehan kecenderungan 

tipe abnormal menyebabkan tingkah laku menyimpang, yang pada gilirannya 

menyebabkan tingkah laku sosiopatik. Penjahat dikategorikan ke dalam 

empat kategori berdasarkan teori ini, yaitu:47. Teori ini mengklasifikasikan 

penjahat ke pada empat golongan yaitu :  

a. Born criminal, yaitu penjahat mewakili suatu tipe keanehan /    

    keganjilan fisik yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat  

b. Insane criminal, yaitu orang yang jadi penjahat sebagaai hasil dari  

  beberapa perubahan pada otak mereka yang mengganggu kemampuan  

 
46

  i Fuad  iAlghi  iFari  iDkk   i“Faktor  iPenyebab  iTerjadinya  iTindak  iPidana  iKejahatan   iNarkotika”  

iJurnal  iUSM  iLaw  iReview  iVol.  i4  iNomor  i1  i(2021),  ihlm  i439  i440.  i  i 
47

  i Anang  iPriyanto,  i2012,  iKriminologi,  iYogyakarta,   iPenerbit  iOmbak,  ihlm.86 
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mereka guna membedakan antara hal yang benar dan salah, contohnya  

kelompok orang yang idiot, embisil /pun paranoid.  

c.  Occasional criminal / Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 

berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 

mempengaruhi pribadinya, contohnya penjahat kambuhan 

(residivis).  

d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 

tindakannya karena marah, cinta, / karena kehormatan. 

2. Teori Psikogenesis  

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal muncul karena berbagai 

faktor seperti tingkat intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, 

hayalan, rasionalisasi, internalisasi diri yang salah, konflik batin, emosi yang 

kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Perilaku kriminal dianggap 

sebagai reaksi terhadap masalah psikologis yang dialami, seperti keluarga 

yang hancur akibat perceraian (broken home) atau pola asuh yang salah 

karena orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan 

pergaulan anak. Teori ini menunjukkan bahwa faktor dominan adalah 

individu yang merasa tertekan dengan keadaan hidupnya atau frustasi. 

Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan terus 

menunjukkan perilaku jahat tanpa memperhatikan situasi dan kondisi.48  

 

 

 

 
48

  i Muhammad   iDzaki  iAkbar  i‘  iAnalisis  iKriminologis  iAnak  iPelaku  iKejahtan  iPengedaran  

iNarkotika”  ihlm.  i31 
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3. Teori Sosiogenesis  

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab perilaku seseorang bersifat 

murni sosiologis atau sosial psikologis. Misalnya, perilaku seseorang dapat 

dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peran 

sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang salah. Faktor kultural dan 

sosial akan mempengaruhi, bahkan mendominasi, struktur lembaga sosial dan 

peran sosial individu di masyarakat, termasuk status individu dalam 

kelompoknya, partisipasi sosial, dan konsep diri atau pendefinisian diri..49 

4. Teori Subkultural Delikuensi  

Menurut teori ini perilaku jahat yakni sifat sifat struktur sosial dengan 

pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh 

penjahat. Hal ini terjadi di sebabkan oleh populasi yang padat, status sosial 

ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan   iyang  i  iburuk,  i/  

ikarena  ibanyak  idisorganisasi   ifamiliar  idan  isosial  iberpangkat  itinggi.50 

Menurut  iIbu  iAnggita  iSekar  iArum.   iM,  iPsi.  ibiasanya  ianak  ianak  imelakukan  

iTindakan  ipengedaran   inarkoba  iketika  imereka  imemperoleh  ipengaruh  idan  

itekanan  idari  ilingkungan  isosialnya.  iUsia  ianak   iremaja  i16  iTahun  ilebih  idekat  

idengan  ilingkungan  ipertemanannya   isesuain  idengan  iteori  iperkembangan  ianak  i,  

isehingga  ilingkungan  ipertemanannya  ilebih  iberpengaruh.   iHal  iitu  ibisa  iterjadi  

ikarena  ikuatnya  ihubungan  ipertemanan  iitu  isehingga  ianak  icenderung  itak  ibisa  

imenolak  iajakan  iitu. 

 
49

  i Bunadi  iHidayat,  i2010,  iPemidanaan   idan  iPertanggungjawaban   iPidana  iAnak  idi  iBawah   iUmur,  

iBandung,  iAlumni,  ihlm.77 
50

  i Ende  iHasbi  iNassarudin,  i2016,  iKriminologi,  iBandung,  iCV.Pustaka  iSetia,  ihlm.121  i122 
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Kesalahan  iseorang  ianak  ibisa  idilakukan  iberulang  iulang  ikarena  ibelum  

imemperoleh  iefek   ijera  idari  ihukum  iyang  iberlaku   idan  imemperoleh   isupport   idari  

iteman  itemannya  isehingga  ianak  imerasa  iapa  iyang  idilakukannya  itak  isalah. 

Hal  iyang  ibisa  imembuat   iefek  ijera  isdalah  imembuat  ianak  imerasa  ibersalah  

iatas  itindakan  iterlarang  iyang  idilakukan  imelaluipendekatan  ipsikologis  ikarena  

iterkait  idengan  iemosional   imereka.  iHal  iini  imenurut  iteori  iperkembangan  ianak  

ibisa  imerubah  ipemikiran  ianak  ianak  ipada  imengontrol   iperilaku  iyang  iburuk 

Ibu Anggita Sekar Arum. M, Psi pun setuju dengan penmemperoleh 

penulis waktu wawancara dilaksanakan bahwasannya anak harus 

memperoleh efek jera terkait dengan perilaku buruk yang dilakukan. Hal ini 

sesuai dengan teori perkembangan anak yakni reward dan punishment. 

Berdasarkan singkat teori ini menjelaskan bahwasannya apabila seorang anak 

melakukan suatu perilaku buruk Oleh karena itu ia harus memperoleh 

konsekuensi mengenai hukuman sedangkan reward yakni konsekuensi 

mengenai penghargaan. Dengan adanya teori itu anak mampu berpikir logis, 

memiliki pemikiran sebab akibat dan mampu menerima apapun hasil dari 

setiap perilaku yang dilakukan dan jadikan hal itu pembelajaran51 

Jika kita melihat kronologi yang terjadi dipada Putusan Nomor 

24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr perbuatan yang dilakukan oleh ABH yakni 

perbuatan yang di sebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lingkungan 

pertemanan ABH itu yang mengakibatkan ABH terpengaruh oleh hal yang 

lebih dekat dengan dunia narkotika. Selain itu, orang tua dari ABH pun 

 
51

  i Wawancara  iBersama  iIbu  iAnggita  iSekar   iArum.  iM,  iPsi  iTanggal  i25  iJuli  iTahun  i2024 
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mengharapkan agar ABH memperoleh melanjutkan pendidikannya dan 

menyadari perbuatannya yakni perbuatan yang salah. 52 

 

3.3 Pertimbangan Hakim Pada Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak     

         Sebagaai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Pada Perkara    

         Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr 

Putusan  hakim/pengadilan  berdasarkan  Undang Undang  Nomor  48  

Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) 

menjelaskan: Putusan pengadilan selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  

putusan,  pun  memuat  pasal  tertentu  dari peraturan  perundang undangan  

yang  bersangkutan  /  sumber  hukum  tak  tertulis yang dijadikan dasar guna 

mengadili. Dengan demikianlah, memperolehlah menyimpulkan lebih jauh 

bahwasannyasanya putusan hakim di  satu  pihak  berguna  bagi  terdakwa  

memperoleh  kepastian  hukum  tentang  statusnya dan sekaligus memperoleh 

mempersiapkan langkah demikiannya terhadap putusan itu.53 Pertimbangan  

hukum  putusan  hakim,  bukan  hanya  harus  logis,  rasional, dan  ilmiah,  

melainkan  pun  sekaligus  intuitif  irasional.  Rasional  ilmiah  artinya hakim  

harus  memiliki  kemampuan  mengenal  dan  memahami  kenyataan faktanya 

serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. 

Tercapainya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan, 

kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak pihak terkait didasarkan pada 

pertimbangan hakim yang harus dilakukan dengan teliti, pun, dan cermat. 

 
52

  i Putusan  iNomor  i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  iSmr 
53

  i Muhammad   iSyahrul  iDkk  i“Pertimbangan  iHakim  iPada  iPutusan   iPengadilan  iNegeri  iTebo  

iTerhadap   iAnak  iSebagaai  iPelaku  iTindak  iPidana  iNarkotika”,  iINNOVATIVE:  iJournal  iOf  iSocial  

iScience  iResearch”,  iVol.  i3  iNomor  i3  i(2023). 
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Sebelum mempertimbangkan faktor faktor yang memberatkan / meringankan 

terdakwa, hakim terlebih dahulu meninjau fakta dan kondisi yang melingkupi 

tindakan / perbuatan terdakwa.54 

Pada umumnya bentuk pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan 

pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis menurut lilik mulyadi yakni 

pembuktian unsur unsur suatu delik bertujuan guna menentukan apakah 

tindakan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 

penuntut umum, sehingga pertimbangan itu jadi relevan terhadap amar / 

diktum putusan hakim.55 Sedangkan Pertimbangan non yuridis yakni 

pertimbangan yang berkaitan dengan latar belakang terdakwa pada melakukan 

perbuatan, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal yang 

meringankan dan memperberat terdakwa , dari pengertian tersebut kitab isa 

menentukan sanksi yang dijatohkan buat anak.56 

Pidana guna anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 

Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

yang meliputi : 

Pasal 71 yang terdiri dari: 

 1) Pidana pokok bagi anak : 

a) Pidana peringatan (Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah 

pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak. Dengan kata 

lain, pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang diterima 

 
54

  i Made  iAnindiya  iKartika  iDewi  i“Penjatuhan  iPidana   iPenjara   iOleh  iHakim  iTerhadap   

iTerdakwa   iAnak  iPenyalahgunaan  iNarkotika   i(Studi  iPN  iDenpasar)”,  iFakultas  iHukum  iUniversitas  

iUdayana,  ihlm  i8. 
55

  i Lilik  iMulyadi,  i2007,  iKompilasi  iHukum  iPidana   ipada   iPerspektif  iTeoristis  idan  iPraktek 
pradilan,  iMandar  iMaju,  ihlm.193 
56

  i Rusli  iMuhammad,  i2007,  iHukum   iAcara  iPidana  ikontemporer,  iCitra  iAditya,  iJakarta,  i212  i220. 
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anak agar tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dapat 

merugikan orang lain. 

b) Pidana dengan syarat: Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Pidana 

Anak mengatur bahwa maksimal hukuman penjara yang dapat 

dijatuhkan oleh hakim adalah dua tahun. Namun, pidana ini 

memiliki persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum adalah 

anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani 

masa pidana dengan syarat. Persyaratan khusus adalah ketentuan 

yang dikeluarkan oleh hakim untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim. Pelanggaran 

tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh hakim adalah syarat 

utama, selain itu hakim juga dapat menetapkan syarat lain yang 

harus dipatuhi anak, seperti wajib lapor. Pidana dengan syarat yang 

dijatuhkan oleh hakim mencakup beberapa jenis penahanan untuk 

anak dengan tujuan pembinaan. : 

  Pembinaan di luar lembaga (Pasal 75) Pembinaan di luar lembaga 

memperoleh mengenai  program pembimbingan dan penyuluhan 

yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial 

masyarakat. , Pelayanan masyarakat (Pasal 76) bertujuan untuk 

mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian mereka terhadap 

kegiatan positif di masyarakat. Pengawasan (Pasal 77) 

menempatkan anak di bawah pengawasan penuntut umum dan 

dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.57 

 
57

  i Undang  iundang  iNo  i11  iTahun  i2012 
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c) Pelatihan kerja (Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pidana 

yang dilakukan di lembaga yang menyediakan pelatihan kerja 

sesuai dengan usia anak, dengan durasi pelatihan kerja paling 

singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. 

d) Pembinaan pada lembaga (Pasal 80 UU Nomor 11 Tahun 2012) 

adalah pidana yang dilakukan di tempat pelatihan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Pembinaan ini 

dijatuhkan apabila perbuatan anak tidak membahayakan 

masyarakat, dengan durasi pembinaan paling singkat tiga bulan 

dan paling lama dua puluh empat bulan. Anak yang berkelakuan 

baik dan telah menjalani setengah dari masa pembinaan yang lebih 

dari tiga bulan dapat diberikan pembebasan bersyarat. 

e)  iPenjara  i(Pasal  i81  iUU  iNomor11  iTahun  i2012)  iPada  ihal  iPidana  

iPenjara  iterhadap  ianak  ihanya  imemperoleh  idi  ilakukan  isebagaai  

iUpaya  iTerakhir  idan  iAnak  iyang  idijatuhi  ipidana   ipenjara  idi  iLPKA  

ihanya  iapabila  ikeadaan  ianak  imemperoleh  imembahayakan  

imasyarakat,  idengan  iancaman  ipidana  ipenjara  iyang  imemperoleh   

idijatuhkan  ipaling  ilama  i½  i(satu   iperdua)   idari  imaksimum  iancaman   

ipidana  ipenjara  ibagi   iorang  idewasa.  iLamanya  ipembinaan  ianak  

idilaksanakan  isampai  ianak  iberumur  i18  i(delapan  ibelas)  itahun,  idan  

ianak  iyang  itelah  imenjalani  i½  i(satu   iperdua)  idari   ilamnya  ipembinaan  

idan  imemiliki  icatatan  iberkelakuan  ipun  iberhak  imemperoleh   

ipembebasan  ibersyarat.  iJika  ipidana  iyang  idilakukan  ianak  iyakni  

itindakan  iyang  imemperoleh  idiancam  iseumur  ihidup  iOleh  ikarena  iitu  
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ianak  ihanya  imemperoleh  idijatuhkan  ipidana  ipenjara  ipaling  ilama  i10  

i(sepuluh)  itahun 

2)  iPidana  itambahan  i:  i 

a)  iPerampasan  ikeuntungan  iyang  idiperoleh  idari  itindak  ipidana;  i/  i 

b)  iPemenuhan  ikewajiban  iadat  i 

3)  iApabila  ipada  ihukum  imateriil  idiancam  ipidana  ikumulatif  imengenai  

ipenjara  idan  idenda,  ipidana  idenda  idiganti  idengan  ipelatihan  ikerja  i 

4)  iPidana  iyang   idijatuhkan  ipada  ianak   idilarang  imelanggar   iharkat  idan  

imartabat  ianak  i 

5)  iKetentuan  ilebih  ilanjut  imengenai  ibentuk  idan  itata  icara  ipelaksanaan  

ipidana  isebagaaimana  idimaksud  ipada  iayat  i(1),  iayat  i(2),  idan  iayat  i(3)  

idiatur  idengan  iPeraturan  iPemerintah  i 

Dijelaskan  ipada  iPasal  i81  iayat  i(1)  idan  i(2)  ibahwasannya   ianak   ihanya  

imemperoleh  idijatuhi  ipidana  ipenjara  idi  iLPKA  iapabila  ikeadaan  idan  iperbuatan  

ianak  iakan   imembahayakan  imasyarakat.  iSedangkan  ilamanya   iwaktu  ipidana  

ipenjara  iyang  idijatuhkan   ipada  ianak  iyakni   ipaling  ilama  i½  i(satu  iperdua)  idari  

imaksimum  iancaman  ipidana  ipenjara  ibagi  iorang   idewasa.58 

Undang  iUndang  iNomor   i3  iTahun  i1997  itentang  iPengadilan  iAnak  itak   i  

iketentuan  ipidana  ipada  iUndang  iundang  iNo  i11  iTahun  i2012  itentang  iSistem  

iPeradilan  iPidana  iAnak,  idan  imembuat  isanksinya  iberdasarkan  itersendiri.  iPidana  

ipokok yang memperoleh dijatuhkan pada anak nakal termemperoleh pada 

Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:  

a. Pidana Penjara 

 
58

  i Undang  iundang  iNo  i11  iTahun  i2012 
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b. Pidana Kurungan 

c. Pidana Denda 

d. Pidana Pengawaan59 

Pemidanaan ialah upaya guna menyadarkan terpidana agar menyesali 

perbuatannya, dan mengembalikannya jadi warga masyarakat yang pun, taat 

pada hukum, menjunjung tinggi nilai nilai moral, sosial dan keagamaan, 

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. 

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, pun dari segi rohani dan jasmani, 

maupun dari segi pertanggungan jawab pidana atas perilaku dan tindakannya, 

Oleh karena itu haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama 

pidana perampasan kemerdekaan yakni upaya terakhir (ultimum remedium) 

bilamana upaya lain tak berhasil.  

 

1. Analisis perkara Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr 

Pada vonisnya hakim menjerat ABH dengan pasal 114 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur pasal yakni sebagaai 

demikian :  

a. Unsur setiap orang. Yakni subyek hukum yang pada perkara ini yakni Anak 

Berkonflik dengan Hukum (ABH) bahwasannya ABH pun telah mengakui 

identitasnya sebagaaimana yang telah termuat dipada surat dakwaan.  

b. Unsur tanpa hak / melawan hukum menawarkan guna dijual, menjual, 

membeli, menerima,  ijadi  iperantara  ipada  ijual  ibeli,  imenukar,   i/  

imenyerahkan  iNarkotika  iGolongan  iI.  iBahwasannya   idipada  ifakta   ipersidangan  

 
59

  i Undang  iUndang  iNomor  i3  iTahun  i1997 
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ibahwasannya  ibenar  iABH  ipada  ihari   iselasa  itanggal  i29  iNovember  i2022  isekira  

ipukul  i03:30  iWITA  ibertempat  idekat  iHotel  iBarumbay  iKelurahan  iSungai  

iKeledang  iKecamatan  iSamarinda  iSeberang   iKota  iSamarinda  itelah  iditangkap  ioleh  

iTim  iReskrim  idari  iPolsek  iSamarinda  iSeberang  ikarena  ikememperolehan  

imembawa  iNarkotika  ijenis  isabu,  iBahwasannya   ibenar  iPolisi  imemperoleh  

iinformasi  idari   imasyarakat  ikalau  iditempat  iitu  isering  iterjadi transaksi Narkotika 

sehingga Saksi Managuru dan tim melakukan penyelidikkan didaerah itu 

selanjutnya tim merasa curiga dengan gerak gerik ABH dengan temannya yang 

bernama Andre Saputra (Terdakwa pada perkara lain) setelah tim mendekat 

ternyata saksi Andre Saputra tahu keberadaan Polisi sehingga ia melarikan diri 

dengan sepeda motornya sehingga tim pada saat itu berhasil menangkap ABH 

dan setelah ABH diintrogasi ternyata ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari 

saksi Andre Saputra yang rencananya akan diantar ke Sdri Yanti yang berada 

di Hotel Barumbay, kemudian tim melakukan pencarian terhadap saksi Andre 

Saputra dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andre 

Saputra ; 

2.    Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr 

Bahwasannya majelis hakim pada menjatuhkan vonis pada ABH yaitu 

pidana pembinaan dipada Lembaga LPKA selama 10 bulan dan pelatihan kerja 

selama 5 bulan didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling singkat 5 

tahun dan paling lama 20 tahun. Berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi 
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bahwasannya pidana penjara yang memperoleh dijatuhkan pada anak paling 

lama ialah ½ dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa. 60 

Oleh karenanya anak memperoleh diancam dengan pidana 2,5 tahun 

sampai dengan 10 tahun penjara. Jika dikumulasikan pidana yang 

dimemperoleh oleh ABH hanya 1,3 tahun. Penulis   iberpenmemperoleh  

ibahwasannya  ipenjatuhan  ivonis  iyang  idilakukan  ioleh  imajelis   ihakim   ibelum  

imaksimal.  iDikarenakan  ipenulis  iberpenmemperoleh  idari  ifakta  ifakta  ipersidangan  

ipada  iputusan  iyang  iada  ibahwasannya  ihal  iyang   itak  iada  ialasan  ipembenar  idan  

ipemaaf  iterkait  ihal  iyang  idilakukan  ioleh  iABH  iserta  iapa  iyang  idilakukan  ioleh  iABH  

itelah  imelakukannya  iberdasarkan   isadar  idan  ipada  ikeadaan  ikondisi  ikejiwaan  iyang  

inormal  iserta  itak  iadanya  itekanan  idari  ipihak  imanapun  ipun  imeresahkan 

lingkungan masyarakat yang pemerintah telah mengenaiya guna memberantas 

peredaran narkotika dikarenakan narkotika telah jadi salah satu hal yang 

merusak generasi muda. 61 

Pemidanaan atau penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai tindakan 

sah yang berdasarkan hukum untuk memberikan penderitaan kepada seseorang 

melalui proses peradilan pidana, dengan syarat bahwa orang tersebut terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah atas suatu tindak pidana atau kejahatan. 

Pemidanaan merupakan langkah terakhir dalam pemberian sanksi terhadap 

pelaku kejahatan. Dalam menjatuhkan pidana, terutama terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana, penting untuk memperhatikan tujuan dari pemidanaan 

tersebut. 

 
60

  i Undang  iundang  iNo  i11  iTahun  i2012 
61

  i Direktori  iPutusan  iMA  iRepublik  iIndonesia  i“  iPutusan  iNomor  i24/Pid.Sus  

iAnak/2020/PN.Smr” 
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Tujuan pemidanaan / penjatuhan sanksi bagi anak, atas dasar pemikiran 

dilaksanakannya peradilan Anak tak lain guna mewujudkan kesejahteraan anak 

Oleh karena itu pemidanaan buat anak semata mata sanksi yang dijatuhkan 

bersifat pembinaan dan bukan yakni pembalasan. Makna pemidanaan / 

penjatuhan sanksi terhadap anak tak dimaknai dengan penjatuhan sanksi 

pidana saja tapi pun mencakup sanksi tindakan, mengingat sanksi pada Undang 

undang SPPA telah menerapkan double track system. Sanksi pidana yakni 

implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan 

berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.62 

Guna menentukan apakah pada anak akan tindakan, Oleh karena itu 

dijatuhkan pidana / Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana 

yang dilakukan. Di samping itu pun diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah 

tangga orang tua, wali, orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan 

keadaan lingkungannya. Dan pun Hakim wajib memperhatikan laporan 

Pembimbing Kemasyrakatan.   iPada  iUU  iNomor  i11  iTahun  i2012  itentang  iSistem  

iPeradilan  iPidana  iAnak,  ikhusus   imengenai  isanksi  iterhadap  ianak  iditentukan  

iberdasarkan  iperbedaan  iumur  ianak  iyaitu,  ibagi  ianak  iyang  ibelum   iberumur  i14  itahun  

ihanya  idikenakan   itindakan,   idemikian   ibunyi  iPasal  i69  iayat  i(1),  isedangkan   iterhadap  

ianak  iyang  itelah  imencapai   iumur  idi  iatas  idua  ibelas  i(12)  isampai  idelapan  ibelas  i(18)  

itahun  idijatuhkan  ipidana.  iPasal  i70  imengatakan  ibahwasannya  iringannya  

iperbuatan,  ikeadaan  ipribadi  ianak,  i/  ikeadaan  ipada  iwaktu  idilakukan  iperbuatan  i/  

iyang  iterjadi   ikemudian   imemperoleh  idijadikan  idasar  ipertimbangan   ihakim  iguna  

 
62

  i Aditya  iWisnu  iMulyadi  idan  iIda  iBagus  iRai  iDjaja,  iPenerapan  iSanksi  iyang   iBerkeadilan  

iTerhadap   i 
Anak  iBerdasarkan  iUndang   iundang  iNomor  i11  iTahun  i2012  itentang  iSistem   iPeradilan   iPidana  i 
Anak,  iKertha  iWicara,  iVol.  iII  iNomor   i1  i(Februari  i2013),  ihlm.  i4. 
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itak  imenjatuhkan  ipidana  i/  imengenakan  itindakan  idengan  imempertimbangkan  isegi  

ikeadilan  idan  ikemanusiaan.63  

Dari  isegi  iteori,  iWesley  iCragg  idan  iYong  iOhoitimur  ipada  iintinya  

imenyatakan  ibahwasannya  iberdasarkan  iumum  ipengenaan  isanksi  ipidana  iyakni  

iguna  imencapai  ibeberapa  itujuan,  idiantaranya  iguna  imemberikan  iefek  ijera  idan  

ipenangkalan  i/  ideteren  i(deterrence),  iguna  imereformasi  i/  imerehabilitasi   

iterpidana;  idan  isebagaai  iwahana  ipendidikan  isosial  iguna  imengedukasi  

ibahwasannya  itindak  ipidana  iitu  isalah  idan  itak  iditerima  ioleh  imasyarakat.64
  i 

Kanit Sidik Satres Narkoba Polresta Samarinda Bapak Purwanto 

menjelaskan batas anak yang kemungkinan dapat dipenjara atau di sel ialah 12 

Tahun keatas dan jikalau 12 Tahun kebawah tidak bisa , bahkan perintah untuk 

mengeluarkan surat untuk penahan pun tidak bisa . Beliau juga menjelaskan 

bahwa anak yang melakukan pengedaran narkotika akan lebih besar 

kemungkinannya untuk dipenjara karena pelaku secara tidak langsung 

mengolah suatu jaringan yang berkelanjutan. 

Bapak Purwanto juga berpendepatan bahwa memang tidak ada yang 

bisa menjamin seorang anak yang habis menjalani masa pembinaan 

LPKA/ataupun dipenjara  untuk tidak mengulangi tindakan terlarang tersebut 

selain dirinya sendiri yang ada niat yang tulus di dalam hatinya untuk 

memperbaiki dirinya tetapi beliau ada memberikan suatu treatment yang 

harusnya juga dijalankan pwmerintah kita kepada pelaku-pelaku yang selesai 

 
63

  i Dina  iPutri  iHanifah,  idkk,  iAnalisis  iYuridis  iPutusan   iPemidanaan  iTerhadap  iAnak  iSebagaai  

iPelaku  iTurut  iSerta  iMelakukan   iTindak  iPidana  iManusia,  iJurnal  iLentera  iHukum,  iApril,  i2014,  ihlm.  i16 
64

  i  i Pandangan  iini  ididasarkan  ipada  ipandangan  iHerman  iKantorowichs  ibahwasannya  i“definising  

ilaw  iin  iterm  iof  iwhat  ithe  icourts  ido  iis  ilike  isaying  ithe  imedicine  iis  iwhat  ithe  idoctor  iprescribes”.  iHiariej,  

iE.O.S.  i(2013).  iMenyoal  iPutusan  iPengadilan  iTindak  iPidana  iKorupsi.  iMasalah  iMasalah  iHukum,  

i42(1):  i55  i62  iDOI:  i10.14710/mmh.42.1.2013.55  i62.  iHlm.  i510 
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menjalani proses pemidaan tersebut yaitu beliau memberikan saran agar pelaku 

ini selalu di bina dan di pantau setelah keluar dari masa pemidaan tersebut 

sampai si pelaku benar-benar berubah . ityu akan memberikan efek tekanan 

kepada orang/anak agar ia bisa berubah.65 

Beberapa negara telah mengimplementasikan program pembinaan dan 

pemantauan terhadap pelaku narkotika, bahkan setelah mereka keluar dari 

masa pemidanaan, sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi angka 

kejahatan ulang dan membantu reintegrasi ke masyarakat. 

1. Amerika Serikat: Program seperti HOPE (Hawaii’s Opportunity Probation 

with Enforcement) di Hawaii merupakan contoh sukses yang telah diadopsi 

di negara bagian lain. Program ini fokus pada pengawasan ketat dengan tes 

narkoba acak yang sering dan memberikan sanksi cepat namun singkat 

untuk pelanggaran. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi 

pelanggaran ulang dan penggunaan narkoba di antara para probationer 66 

2. Kolombia: Pemerintah Kolombia juga telah meningkatkan pengawasan 

terhadap mantan narapidana narkotika sebagai bagian dari upaya mereka 

untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan narkotika. 

Meskipun ada peningkatan jumlah penahanan, Kolombia juga berusaha 

mendorong reformasi kebijakan narkotika untuk menangani masalah ini 

secara lebih manusiawi dan efektif 67 

 
65  Wwancatra Bersama Bapak Purwanto selaku Kanit Sidik Satres Narkoba Polreta 
Samarinda pada tanggal 26 Juli 2024 
66  Criminal reactions to drug-using offenders: A systematic review of the effect of treatment 
and/or punishment on reduction of drug use and/or criminal recidivism “ Vera Tomaz,Diana 
Moreira, Olga Souza Cruz 
67  Examining Sanction Type and Drug Offender Recidivism: A Register-Based Study in 
Finland “ Bryan Lee Miller, Noora Ellonen, John H. Boman IV, Shelagh Dorn, Karoliina Suonpää, 
Olli-Pekka Aaltonen & Atte Oksanen “ 
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3. Australia: Di Australia, program seperti Community Corrections 

memantau pelaku setelah keluar dari penjara. Program ini termasuk 

pengawasan, pelayanan masyarakat, dan dukungan rehabilitasi untuk 

membantu mantan pelaku narkotika kembali ke masyarakat tanpa 

mengulangi kesalahan yang sama 68 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pemantauan 

berkelanjutan setelah masa pemidanaan dapat membantu mengurangi angka 

kejahatan ulang dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih baik bagi mantan 

pelaku tindak pidana narkotika..  

Perumusan  itujuan  ipemidanaan  ibagi  ianak  iharus  ididasarkan  ipada  ipedoman  

iumum   ipemidanaan  i/  ipenjatuhan  isanksi  ibagi  ianak  iserta  iasas  iasas  ipada  isistem  

iperadilan  ipidana  ianak.  iTujuan   ipenjatuhan   isanksi  ibagi  ianak  iyakni   isuatu  itujuan  

ipemidanaan  ianak  ipada  irangka  iperlindungan  ihukum  iterhadap  ianak.  iDengan  

idemikian  ipeenjatuhan  isanksi  iterhadap  ianak  ibertujuan  iguna: 

1.  iMencegah   iperilaku  ianak  iyang  ilebih  iburuk  idikemudian  ihari,  isehingga  

imemperoleh  ijadi   imanusia  iyang  ipun  idan  iberguna;   i 

2.Memberikan  iperawatan  idan  iperlindungan  iguna  

ikeselamatan,ikesejahteraan,  idan  ikesehatan  ibagi  ianak;  i 

3.  iMemberikan  irasa  ibersalah  iserta  imenghapus   istigma  iburuk  ipada  ianak;  i 

4.  iMenciptakan  ikondisi  ilingkungan  iyang  ipun  ibagi   itumbuh  ikembang  ijiwa  i 

    anak,  iguna  imeningkatkan  itaraf  ihidup  iyang  ipun  ibagi  ipengembangan  

ifisik,  imental,  idan  isosialnya.69 

 
68  A Hopeful Approach — Understanding the implications for the HOPE program | National 
Institute of Justice (ojp.gov) 
69

  i Reinald   iPinangkaan,  iPertanggungjawaban  iPidana  idan  iPenerapan   iSanksi  ipada  iPembaruan  

iSistem  iPemidanaan  iAnak  idi  iIndonesia,  iLex   iCrimen,  iVol.  iII  iNomor  i1  i(Februari,  i2013),  ihlm.  i12 
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Pada  iperspektif  iini,  ipenulis  imengkritisi  iputusan  ihakim.  iPenulis  

imemperoleh  ibahwasannya  ipada  imencapai   iketertiban  iyang  iyakni  itujuan  ihukum,  

iharus  iada  ikeseimbangan   iantara  ikepastian  ihukum  idan  ikeadilan.  iNilai  ikeadilan  

idianggap  ilebih  itinggi  idaripada  ikepastian  ihukum,  iterutama   iagar  ianak   ianak  itak  

imenganggap  iremeh  itindak  ipidana  iperedaran   inarkotika  idan  imengubah  ipola  ipikir  

iumum   iyang  imenyatakan  ibahwasannya  ianak  itak  iselalu  ijadi   ikorban.  iPenulis  iingin  

imenunjukkan  ibahwasannya  ianak  ianak  imemperoleh  imemainkan  iperan  ikrusial  

ipada  iperedaran   inarkotika.  iTujuannya  ibukan  iguna  imemberikan  ihukuman  iyang  

iberlebihan,  itapi  iguna  imelindungi  ianak anak  sebagaai penerus bangsa dari 

pengaruh buruk narkotika agar anak memperoleh efek jera guna tak 

mengulangi kesalahannya dan menegakkan asas kesetaraan di hadapan 

hukum.70  

Pada dasarnya jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sama 

halnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang 

membedakan hanya pelakunya saja. Apabila menyangkut subyek / pelakunya 

Oleh karena itu akan jadi juvenile delinquency yang artinya yakni kejahatan 

yang dilakukan oleh anak / kejahatan yang dilakukan oleh penjahat anak.3 Oleh 

karena pelaku tindak pidana anak yakni seorang anak Oleh karena itu 

pemidanaannya pun harus diperhatikan tapi tak boleh keluar dari arti pidana 

itu sendiri.71 

 
70

  i Yulia  iUtami  iDkk  i“Analisis  iPemidanaan  iTerhadap  iAnak  iSebagaai  iPengedar  iNarkotika  iPada  

iPerspektif  iPsikologi  iKriminal”  i 
71

  i Sudarsono,  i1991,  iKenakalan  iRemaja,  iJakarta,  iRineka  iCipta,  ihlm.7 
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BAB V 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Anak sebagaai pelaku tindak pidana narkotika pada sistem peradilan pidana 

anak di Indonesia menegaskan bahwasannya anak harus bertanggungjawab   

iterhadap  iapa  iyang   itelah   iia  iperbuat.  iPada  ipertanggungjawaban   ipidana  ianak  

itetap  imemperhatikan  ihak  ihak  ianak   iyaitu  iperlindungan,  inon  idiskriminasi,  

ikeadilan,  ipersamaan  ihak,  idan  ikepentingan  iterpun  ibagi  ianak. 

2. Berdasarkan  iumum,  iada  ibeberapa  ihal  iyang  imenyebabkan  ianak  imelakukan   

itindak  ipidana  iterutama  ipada  ipengedaran  inarkotika  iantara  ilain  ifaktor  iekonomi,   

ilingkungan,  ipendidikan,   idan  ilemahnya  ipenegakan  ihukum.  iPada  iputusan  

inomor  i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  iSmr  iperbuatan  iyang  idilakukan  ioleh   iABH  

iyakni   iperbuatan  iyang  idi  isebabkan  ioleh  ipengaruh   ipergaulan  idan  ilingkungan  

ipertemanan  iABH  iitu  iyang  imengakibatkan  iABH  iterpengaruh  ioleh  ihal  iyang  

ilebih  idekat  idengan  idunia  inarkotika. 

3. Majelis  ihakim  ipada  imenjatuhkan  iputusan  inomor  i24/Pid.Sus  iAnak/2022/PN  

itelah  itepat   idengan  imenerapkan  ipasal   i114  iayat  i(1)  iUndang  iUndang  iNomor  i35  

iTahun  i2009  itentang  iNarkotika.  iAkan  itapi,  ivonis  iyang  idijatuhkan  imajelis  

ihakim  ipada  ipara  ipelaku  itindak  ipidana  ipengedaran   inarkotika  iterlalu  iringan.   

iHal  iini  idikhawatirkan   itak  imemperoleh  imemberikan  iefek  ijera  ipada  ianak.  iOleh  

ikarenanya  ipenulis  imengkritisi  iputusan  ihakim.  iPenulis  iberpendapatn 

ibahwasannya  ipada  imencapai  iketertiban  iyang  iyakni   itujuan  ihukum,  iharus  iada  

ikeseimbangan  iantara  ikepastian  ihukum  idan  ikeadilan.  iNilai  ikeadilan  idianggap  

ilebih  itinggi  idaripada  ikepastian  ihukum,  iterutama  iagar  ianak  ianak   itak  
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imenganggap  iremeh  itindak  ipidana  iperedaran   inarkotika  idan  imengubah   ipola  

ipikir  iumum  iyang  imenyatakan  ibahwasannya  ianak  itak  iselalu  ijadi  ikorban.  

iPenulis  iingin  imenunjukkan  ibahwasannya  ianak  ianak  imemperoleh  

imemainkan  iperan  ikrusial  ipada  iperedaran  inarkotika. Dan jikalau hal yang 

sudah memberikan efek jera tersebut dijalankan diharapkan dapat 

menjalankan pembinaan dan pemantauan berkelanjutan  

4.2  iSaran 

1. Dengan  iadanya  ikasus  ianak  iyang  ijadi  ipelaku  itindak  ipidana  iperedaran   

inarkotika  idiharapkan  ipenegak hukum memperoleh melakukan edukasi 

maupun gerakan sosialisasi anti narkotika guna memberikan pemahaman 

pada anak mengenai bahaya dan dampak dari obat obatan terlarang.  

2. Perlunya penanaman nilai akidah dan akhlak pada anak guna tak terjerumus 

pada pergaulan bebas. 

3. Hakim memperoleh lebih cermat pada memutuskan perkara anak terutama 

anak yang terlibat pada peredaran narkoba. Sehingga memperoleh 

memberikan efek jera pada pelaku anak karena perbuatannya  bertentangan 

dengan hukum dan meresahkan Masyarakat. 

4. Diharapkan agar ada treatment kepada pelaku kejahatan untuk pembinaan 

dan pemantauan berkelanjutan agar seorang pelaku merasa mendapat 

tekanan / bisa dikatakan efek jera yang terjadi secara langsung untuk tidak 

mengulangi tindakan terlarang tersebut. 
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